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ABSTRAK

Rahmawati Ladiku : S.2116104, 2020, Pengaruh Kapasitas Aparatur
Terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan
Wanggarasi Kabupaten Pohuwato.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh
Kapasitas Aparatur (X) berupa Pengetahuan (X1), Keterampilan (X2), dan Etika
(X3) Secara Simultan maupun secara parsial terhadap Efektifitas
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wonggarasi Kabupaten
Pohuwato.

Metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka-angka dan kata-kata atau
kalimat dan gambar dengan memakai sampel dan menggunakan kuesioner sebagai
alat pengumpulan data pokok. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa
se kecamatan wonggarasi yang terdiri dari 7 desa yang berjumlah 76 orang.
Sedangkan metode yang digunakan dalam penarikan sample dalam penelitian ini
adalah Sampling Jenuh yaitu semua anggota populasi di jadikan sampel. Sehingga
sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa se-kecamatan wonggarasi
yangh berjumlah 76 orang.

Hasil penelitian menunjukan Pengaruh Kapasitas Aparatur yang meliputi
Pengetahuan (X1), Keterampilan (X2) dan Etika (Xs3) secara simultan terhadap
Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wanggarasi
Kabupaten Pohuwato adalah sebesar 0.728 (72.8%). sedangkan sebesar 0.272
(27.2%) ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pengaruh Pengetahuan (X1), secara parsial terhadap Efektifitas
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (YY) sebesar 0.306 (30.6%). Berdasarkan hasil
uji maka pengaruhnya signifikan. Pengaruh Keterampilan (X2) secara parsial
terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) sebesar 0.216 (21.6%).
Berdasarkan hasil uji maka pengaruhnya signifikan. Pengaruh Etika (X3) secara
parsial terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) sebesar 0.212
(21.2%). Berdasarkan hasil uji maka pengaruhnya signifikan.

Kata Kunci : Kapasitas Aparatur, Pemerintah Desa
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas
desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan
kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi
daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia terdiri atas
beberapa daerah atau wilayah provinsi dan setiap daerah atau wilayah provinsi
terdiri atas beberapa daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya didalam daerah
kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan
kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan
terendah dibawah pemerintahan kabupaten atau kota.

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. landasan pemikiran
dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi
asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa memiliki posisi yang
sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap
penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unit terdepan
dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan
semua program, karena itu upaya memperkuat desa dalam artian pemerintahan
dan lembaga masyarakat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya
kesejahteraaan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Penyelenggaraan

pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan
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pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakatnya.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang desa. Desa sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul
dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan desa sangatlah penting baik
sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai
lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Sebagai alat
untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah
terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak
disejahterakan. Sedangkan sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan
lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional, karena sebagai
kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar
biasa sepanjang keberadaannya.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah memiliki struktur
kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa
yang bersangkutan. Dengan keadaan yang seperti itu, maka keberadaan desa
sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai kesatuan masyarakat hukum adat
menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan desa
merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan
sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem

kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi
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landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya
dan hankam yang stabil dan dinamis.

Memang ada banyak hal yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa, namun masalah sumber daya manusia merupakan masalah
yang sangat mendasar karena dengan ditetapkannya status sebagai daerah otonom
yang luas, memungkinkan setiap daerah khususnya desa mengembangkan kreasi
dan inovasi yang tinggi dalam mengurus rumah tangganya. Dalam format seperti
ini, kebutuhan ketersediannya sumber daya manusia yang berkualitas menjadi
dasar pertimbangan utama yang memerlukan langkah-langkah prioritas yang
terprogram secara sistematik.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Di satu sisi
kebebasan berkreasi pembangunan daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah.
Namun demikian, di sisi lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus
diselesaikan. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik apabila aparatur
pemerintah desa memiliki kompetensi yang memadai serta didukung oleh
kelembagaan masyarakat yang bergerak secara bersama-sama dengan pemerintah
desa dalam pembangunan”.

Faktor manusia merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa. Hal ini didasari karena manusialah yang menjalankan
mekanisme pemerintahan. Beberapa sumber daya manusia yang secara potensial

sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah adalah aparatur
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pemerintah daerah. Unsur ini menempati posisi yang bukan saja mewarnai,
melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dimana
aparatur pemerintah merupakan pelaksanan kebijakan publik yang mengemban
tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat.
Sehingga diperlukan persyaratan kualitas yang memadai dari unsur sumber daya
manusia ini.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam
melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan
masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh
aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan
yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang professional. Seiring
dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang
semakin kompleks serta pelayanan semakin baik, cepat dan tepat sangat
diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat
tersebut harus mampu memeberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari
penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai
dengan perkembangan pemerintahan.

Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan
aktivitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa
merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktural pemerintahan Indonesia

yang sangat menentukan bagi berhasilnya dalam pembangunan nasional yang
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menyeluruh. Maka dengan demikian aparat desa dalam melaksanakan tugasnya
sehari-hari terutama yang berhubungan dengan pelayanan administrasi khususnya
admnistrasi kependudukan, pembuatan data dan informasi yang dibutuhkan
masyarakat, semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal
guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Penyelenggaraan
pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan
pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat
dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Secara historis
desa merupakan cikal bakal terbentuknya rakyat politik dan pemerintahan di
Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk.

Kecamatan wonggarasi merupakan bagian dari daerah kabupaten
pohuwato yang merupakan daerah otonom, kabupaten pohuwato sendiri memiliki
13 kecamatan. Menurut data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)
kabupaten pohuwato, kecamatan wonggarasi memiliki jumlah penduduk paling
kecil dari kecamatan lain, dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan
sebanyak 5823 penduduk pada tahun 2017. Dengan jumlah desa sebanyak 7 desa.

Keberadaan aparatur desa di wilayah kecamatan Wonggarasi sangatlah
diperlukan guna menjalankan segala kepentingan masyarakat yang nantinya dapat
mensejahterakan masyrakatnya. Tentunya dibutuhkan aparatur yang berkapasitas
artinya memiliki upaya untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai dengan
segala kemampuan yang ada dalam diri manusia. Kondisi obyektif di lapangan

menunjukan bahwa desa-desa secara umum masih berada pada kondisi tertinggal
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baik dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dengan sulitnya lapangan
pekerjaan.

Upaya meningkatkan kapasitas aparatur daerah pedesaan di era otonomi
daerah sekarang ini merupakan langkah penting dan strategis yang perlu dicermati
dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan dalam pelaksanaan
tersebut bagaimanapun akan memberikan sumbangan serta andil yang sangat
besar, baik dalam rangka upaya pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi
olen desa dan masyarakat desa sendiri dalam menunjang berhasilnya
penyelenggaraan otonomi daerah.

Pada hasil pengamatan atau observasi awal dibeberapa desa yang berada
diwilayah kecamatan Wonggarasi yaitu dengan cara melakukan pengamatan
langsung (melihat) kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam
menjalankan tugasnya, serta mendengar adanya keluhan dari beberapa masyarakat
terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur desa, dan dengan
melakukan wawancara dengan menanyakan tingkatan persentase penyelenggaraan
pemerintahan desa. Dari hasil observasi awal tersebut didapat beberapa
permasalahan atau hambatan yang berkaitan dengan kapasitas aparatur dan
hubungannya dengan terhadap pencapaian efektivitas penyelenggaran pemerintah
desa di wilayah kecamatan Wonggarasi, ditemukan beberapa permasalahan yakni:
1) Beberapa perangkat desa tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi

pekerjaannya, jadi mereka bekerja hanya ketika ada warga yang datang
melakukan admnistrasi saja atau tidak menggali apa yang semestinya mereka

lakukan sesuai tugas pokok dan fungsi menurut peraturan yang telah
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3)

4)
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ditentukan.

Beberapa aparatur desa di wilayah kecamatan Wonggarasi masih minim dalam
penggunaan teknologi seperti komputer. Dari informasi yang penuilsi
dapatkan bahwa sebagian pegawai lebih memilih menulis secara manual,
kemudian membuat laporan yang nantinya akan diserahkan kepada sekertaris
atau pegawai lainnya untuk diketik.

Pembangunan fisik desa belum maksimal, sebagian besar pembangunan fisik
belum dapat diselesaiakan dikarenakan pencairan dana dari pemerintah pusat
sering terlambat.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam rangka
meningkatkan PADes seperti membuat kebijakan dalam menggali potensi
desa belum dimanfaatkan dengan baik, dimana pemerintah desa 100%
bergantung pada pemerintah kabupaten dalam pembiyaan.

Pada prinsipnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

merupakan suatu proses yang semestinya dilaksanakan secara baik dan

terorganisisr di setiap desa agar efektivitas pelaksanaan pembangunan dapat

tercipta. Namun pada umumnya keadaan dan kondisi organisasi dan manajemen

desa masih keadaaan lemah dan perlu ditingkatkan kualitas dan kapasitas aparatur

pemerintahan desa tersebut ditambah lagi dengan para tokoh atau pemuka

masyarakat dan para stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya dalam

menerima aspirasi masyarakat, menganalisa dari permasalahan yang dihadapi dan

kemudian menyusun perencanaan desa secara partisipatif, pelaksanaan dan sistem

evaluasi dan tindak lanjutnya yang berkesinambungan masih perlu ditingkatkan.
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Kemudian peneliti juga ingin menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan
desa di wilayah kecamatan wanggarasi, merupakan sebuah masalah yang sangat
menarik untuk terus dikaji dan dianalisis karena seberapapun tingkat keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan pada level provinsi dan kabupaten, tidak akan
berarti apa-apa tanpa dukungan oleh keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
desa. Dengan kesadaran diri dalam peneliti pada observasi awal ini maka peneliti
ingin melanjutkan observasi selanjutnya untuk mengumpulkan fakta-fakta dan
fenomena dengan cara menyebar angket (kuisioner) untuk mengetahui
kebenarannya yang nantinya akan dibahas di bab selanjutnya.

Berdasarkan gambaran latar belakang maka penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian dengan judul: “Pengaruh Kapasitas Aparatur
Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (Studi di
Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato).

1.2. Rumusan Masalah
Perumusan masalah yang akan dicari kebenaran dan jawabannya dalam

penelitian lebih lanjut adalah:

1. Seberapa besar pengaruh Kapasitas Aparatur (X) berupa Pengetahuan (X1),
Keterampilan (X2), dan Etika (X3) Secara Simultan terhadap Efektifitas
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wonggarasi Kabupaten
Pohuwato?

2. Seberapa besar pengaruh Kapasitas Aparatur (X) berupa Pengetahuan (X1),
Keterampilan (X2), dan Etika (Xs) Secara Parsial terhadap Efektifitas

Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wonggarasi Kabupaten
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Pohuwato?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kapasitas Aparatur (X) berupa Pengetahuan (X1),
Keterampilan (X2), dan Etika (X3) Secara Simultan terhadap Efektifitas
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wonggarasi Kabupaten
Pohuwato.

2. Untuk mengetahui pengaruh Kapasitas Aparatur (X) berupa Pengetahuan (X1),
Keterampilan (X2), dan Etika (Xs) Secara Parsial terhadap Efektifitas
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wonggarasi Kabupaten
Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi, baik secara teoris
maupun praktis, anatara lain:

1. Manfaat Teoritis
Bermanfaat bagi pengembangan studi llmu Pemerintahan, sehingga dapat
memperkaya kajian ilmiah yang perlu dijadikan bahan refrensi dalam
penelitian sosial lainnya, serta dapat dimanfaatkan dalam rangka
pengembangan teori yang didapat selama perkuliahan terutama pada beberapa
mata kuliah yang berkaitan tentang penelitian.

2. Manfaat Praktis
Penelitian ini juga dimaksdukan untuk memberikan masukan bagi aparatur

dalam penyelenggaraan pemerintah desa khususnya di wilayah Kecamatan
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Wonggarasi. Serta bagi peneliti sendiri diharapkan dapat menambah wawasan
untuk memasuki tingkatan selanjutnya baik di bidang pendidikan, pekerjaan

dan sosial lainnya.

BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kapasitas
2.1.1. Pengertian Kapasitas

Konsep dalam ilmu pengetahuan adalah menghubungkan apa yang ingin
dijelaskan dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang
bersangkutan. Salah satu konsep di dalam ilmu pengetahuan adalah konsep logika
yang menerangkan sifat hubungan objek pemikiran yang satu dengan objek
pemikiran lainnya dan melahirkan memahaman baru. (Makmur, 2009:126)

Istilah kapasitas memiliki beragam pengertian tergantung siapa yang
mengartikannya dan dalam konteks apa istilah tersebut akan digunakan. Menurut
Morgan dalam Soeprapto (2010:10) mengatakan bahwa: ‘kapasitas adalah
kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku,
motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu,
organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan
fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan
dari waktu ke waktu”.

Selanjutnya, dalam rumusan lain United Nation Development Programme
(UNDP) dalam Soeprapto (2010:12) menyatakan bahwa “Kapasitas dapat

diartikan sebagai kemampuan individu dan organisasi atau unit-unit organisasi
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untuk melaksankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, efisien dan
berkelanjutan”. Kapasitas juga dapat diartikan dalam konteks sistem yaitu suatu
entitas bekerja untuk mencapai tujuan bersama berdasrkan proses dan aturan-
aturan baku tertentu. Lebih lanjut Brown dalam Soeprapto (2010:9)
mendefinisikan “Kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan
kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-
tujuan yang dicita-citakan”. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
kapasitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individ, suatu
organisasi atau suatu sistem dalam melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif,
efisien dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai
tujuan bersama dalam pembangunan.

2.1.2. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building)

Pengembangan kapasitas (Capacity Building) dalam perkembangannya,
sampai saaat ini dimaknai berbeda-beda oleh para ahli. Alasan ini dilatarbelakangi
karena Capacity Building merupakan konsep yang universal dan memiliki
dimensi yang beragam. Menurut Yap dalam Gandara (2008:9) bahwa Capacity
Building adalah sebuah proses untuk meningkatkan individu, group, organisasi,
komunitas dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain
itu definisi Capacity Building menurut Grindel dalam Keban (2008:201) lebih
khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa:

“Capacity Building merupakan rangkaian strategi ditunjukan untuk
meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan responsitas dari Kinerja pemerintah,

dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumberdaya
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manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan atau lingkungan”.

Berdasarkan definisi diatas terkandung makna suatu upaya yang
berhubungan dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia, upaya untuk
mendorong organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, serta upaya
untuk menciptakan kondisi lingkungan yang dibutuhkan oleh organisasi agar
dapat berfungsi dengan baik.

Canadia International Development Agency (CIDA) dan berbagai lembaga
donor lainnya cenderung memberikan pengertian peningkatan kapasitas sebagai
proses dimana para individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat
meningkatkan kemampuan mereka untuk: (1) Menghasilkan kinerja pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi (Core Fungsion), memecahkan permasalahan,
merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (2)
Memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih
luas dalam cara yang berkelanjutan (UNDP,1998).

Menurut United Nation Development Program (UNDP 1998) dalam
Rohdewohld (2004:3) peningkatan kapasitas dalam pemerintahan terdapat tiga

level atau tingkatan seperti berikut:

Gambar 2.1
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Sumber: Rohdewohld (2004:3)

Dari gambar diatas UNDP’s dalam Rohdewohld (2004:3) mengatakan:
“The needs assesment syudy identified capacity building needs on the system
leve (i.e. the legulatory framework and enabling national and regional
policies), the enity level (i.e. an individual organitation’s structures and working
mechanisms, it’s relationship with other relevant organitation, it’s working
culture and resources), and the individual level (i.e. skills and competencies of
staff, work ethich) .

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam
peningkatan kapasitas pemerintah terdapat tiga tingkat yakni pada tingkat sistem
seperti kerangka kerja yang berhubungan pengaturan, kebijakan- kebijakan, dan
kondisi dasar yang mendukung pencapaian objektifitas kebijakan tertentu. Tingkat
intitusional atau keseluruhan satuan, seperti struktur organisasi, proses
pengambilan keputusan di dalam organisasi, prosedur dan mekanisme-mekanisme
pekerjaan, penguatan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-
jaringan organisasi. Kemudian tingkat individu, seperti pengembangan
keterampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, kompetensi dari
pegawai dan etika bekerja.

Dilakukannya  ketiga tingkatan  tersebut secara efektif dan
berkesinambungan maka akan memberikan hasil yang berpengaruh kepada good
governance sehingga dalam pengembangan kapasitas tersebut akan menghasilkan
tenaga-tenaga profesional yang mampu dalam kapasitas teknis. Berdasarkan

ketiga tingkatan tersebut maka dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur dalam
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penyelenggaraan pemerintahan peneliti menjadikan salah satu tingkatan untuk
dijadikan dimensi dalam penelitian ini, yakni pada tingkat individu yang
berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan , kompetensi dan etika. Kemudian
dari keempat komponen tingkat individu tersebut peneliti akan menggunakan
konsep dari beberapa teori yang nantinya akan digunakan sebagai parameter
dalam penelitian.

Tingkat pengetahuan menurut Benyamin S. Bloom dalam Kencana
(2011:20) ada enam tingkatan pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif
yaitu:

1. Mengetahui (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari
sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat
kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari keseluruhan bahan yang dipelajari atau
rangsangan Yyang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu merupakan tingkat
pengetahuan paling rendah.

2. Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara
benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut
secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat
menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya
terhadap objek yang dipelajari.

3. Aplikasi atau penerapan (application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang
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telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang real (sebenarnya). Aplikasi di sini
dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode,
prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

4. Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu
objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih didalam satu  struktur
organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat
dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan membuat bagan,
membedakan, memisahkan, mengelompokan dan sebagainya.

5. Sintetis (synthetis)

Sintesis menunjukan kepada suatu kemampuan untuk meletakan atau
menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.
Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi
baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, dapat menyusun, dapat
merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap
suatu teori atau rumusan- rumusan yang telah ada.

6. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi
atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian ini
berdasarkan pada suatu keriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan
keriteria-keriteria yang telah ada.

Sedangkan menurut Robert L Katz yang dikutip oleh Ulber Silalahi

(2002:56), mengidentifikasi tipe-tipe dasar keterampilan, yaitu:
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Keterampilan teknik (technical skills)

Keterampilan teknik merupakan kompetensi spesifik untuk melaksanakan
tugas atau kemampuan menggunakan teknik-teknik, alat-alat, prosedur-
prosedur atau pengetahuan tentang lapangan yang dispesialisasi secara
benar dan tepat dalam pelaksanaan tugasnya.

Keterampilan administratif

Ketermapilan administratif merupakan kemampuan untuk mengurus,
mengatur, dan mencatat informasi tentang pelaksanaan dan hasil yang
dicapai serta bebagai hambatan-hambatan yang dialami maupun
kemampuan mengikuti kebijakan dan prosedur.

Keterampilan hubungan manusia

Ketermapilan hubungan manusia adalah kemampuan untuk memahami dan
memotivasi orang lain, sebagai individu atau dalam kelompok kemampuan ini
berhubungan dengan kemampuan mensleksi pegawai, menciptakan dan
membina hubungan yang baik, memahami orang lain, member motivasi dan
bimbingan dan mempengaruhi para pekerja, baik secara individual atau
kelompok.

Ketermapilan konseptual

Keterampilan konseptual adalah kemampuan mengkoordinasi dan
mengintegrasi semua kepentingan-kepentingan dan semua aktifitas- aktifitas
organisasi atau kemampuan mental, menganalisa dan interpretasi informasi

yang diterima dari berbagai sumber. Ini mencakup kemampuan melihat
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organisasi sebagai suatu keseluruhan, memahami bagaimana hubungan
antara unit atau bagian secara keseluruhan, memahami bagaimana bagian-
bagian tergantung pada yang lain, dan mengantisipasi bagaimana suatu
perubahan dalam tiap bagian akan mempengaruhi keseluruhan kemampuan
melihat gambaran keorganisasian.

e. Keterampilan diagnostik
Keterampilan diagnostik berhubungan dengan kemampuan untuk
menentukan melalui analisa dan pengujian hakekat dan circumstances dari
suatu kondisi-kondisi khusus. Singkatnya keterampilan diagnostik dapat
dimaknakan sebagai kemampuan secara cepat mendapatkan sebab yang
benar dari suatu situasi tertentu melalui satu data yang simpang siur,

observasi dan fakta-fakta.

Menurut Wibowo (2007:87) kapasitas individu yang mendasari Kinerja
atau perilaku di tempat kerja. Terdapat enam tipe karakteristik, yaitu:

1. Motiv adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang
yang menyebabkan tindakan. Motiv mendorong, mengarahkan dan memilih
perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu.

2. Sifat adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi
atau informasi. Seperti halnya kecepatan reaksi dan ketajaman mata
merupakan ciri kompetensi seorang pilot tempur.

3. Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri

merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir
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setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang.

4. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik.

5. Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental
tertentu.

6. Etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut
oleh manusia beserta pembenarannya dan dalam hal ini etika merupakan
salah satu cabang filsafat. Etika juga merupkan pokok permasalahan di dalam
disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang
mengatur tingkah laku manusia.

2.2. Konsep Aparatur, Birokrasi

2.2.1. Pengertian Aparatur

Secara harfiah Aparatur berasal dari kata ‘“aparat” yang berarti alat,
sedangkan kata aparatur sendiri mengandung pengertian alat-alat Negara sama
dengan pegawai. Jadi aparatur adalah alat-alat yang menjalankan tugas negara.
Menurut Makmur (2009:221) aparatur pemerintah adalah manusia yang memiliki
karakteristik, kecakapan, dan kemampuan yang berbeda-beda antara manusia
yang satu dengan manusia yang lainnya.

Menurut Soewarno Handayaningrat (1995:154) aparatur adalah aspek-
aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah/Negara,
sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional.

Pengertian aparatur pemerintahan disebut oleh Dharma Setyawan Salam
dalam buku yang berjudul Manajemen Pemerintahan Indonesia yang menjelaskan

bahwa “Aparat pemerintah adalah pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan
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tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat
berdasarkan ketentuan yang berlaku”. (Setyawan, 2004:169).

Dari pendapat tersebut dapat diartikan aparatur merupakan unsur dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan tentunya dapat melaksanakan tugas- tugas
pemerintahan secara teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Dimana dalam
penyelenggaraan pemerintahaan desa terdapat aparatur desa atau aparatur
pemerintah desa yang menjalankan tugas-tugas tersebut.

Peraturan Bupati Pohuwato No. 16 tahun 2015 pasal 1 ayat 9 bahwa yang
dimaksud dengan pemerintah desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. kemudian Badan
Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis. (Perbup Pohuwato No.16 tahun 2015 pasal 1 ayat 11).

Jadi pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD. Selanjutnya
dalam perangkat desa adalah pegawai desa yang diangkat dari penduduk desa
yang memenuhi persyaratan oleh kepala desa yang bertugas sebagai unsur
pembantu kepala desa, yang terdiri dari sekertaris desa dan pelaksana teknis.

Kemudian didalam pasal 3 ayat 1 kepala desa dalam melaksanakan
tugasnya dibantu oleh sekertariat desa dan pelaksana teknis. Sekertariat desa
dipimpin oleh sekertaris desa dan dibantu oleh unsur staf yang terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan

2. Urusan pembangunan
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3. Urusan ketentraman dan ketertiban.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, aparatur adalah pegawai
negara, pejabat negara, yang melaksanakan tugas dan fungsinya. Aparatur
pemerintah sebagai abdi negara berarti melaksanakan kewajibannya dan
mewujudkan tujuan nasional, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD
1945 Alenia Keempat, sedangkan sebagai abdi masyarakat, aparatur pemerintah
harus dapat mendengarkan, menghimpun dan menelusuri setiap aspirasi dan
keinginan masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada pemerintah. Oleh karena
itu dalam menjalankan fungsinya, aparatur pemerintah mempunyai tugas ganda
yaitu mengabdi kepada kepentingan Negara dan masyarakat. Salah satu bentuk
pengabdian kepada negara adalah dengan menjalankan penyelenggaran
pemerintahan dengan baik sehingga tujuan dalam penyelenggaraan tersebut
terselenggara dengan baik.

2.2.2. Pengertian Birokrasi

Secara eptimologis istilah birokrasi berasal dari bahasa Yunani:
Bureau, yang artinya meja tulis atau tempat bekerjanya para pejabat. Istilah
ini sudah menjadi kosakata internasional. Menurut Peter dan Marshal dalam
Kumorotomo (2005:74) mengatakan:

“Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk
mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengoordinasikan
secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang”.

Birokrasi mula-mula dibentuk supaya keputusan-keputusan pemerintah

dapat dilaksanakan dengan sistematis melalui aparat-aparat negara. Keputusan-
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keputusan politis hanya akan bermanfaat bagi setiap warga negara jika pemerintah
mempunyai birokrasi yang tanggap, sistematis dan efisien.

Birokrasi menurut Max Weber dalam Said (2010:2) mengatakan Birokrasi
adalah sistem administrasi rutin yang dilakukan dengankeseragaman
diselenggarakan dengan cara-cara tertentu, didasarkan aturan tertulis, oleh orang-
orang yang berkompeten dibidangnya. Sedangkan menurut Rod Hague dalam
Said (2010:2) mengatakan bahwa birokrasi adalah institusi pemerintahan yang
melaksanakan tugas negara. “the bureaucracy is the institutions that carries out
the function and resposibilities of the state. It is the engine-room of the state”.
Kemudian menurut Prethus (1960) dalam Said (2010:4) mengatakan birokrasi
adalah suatu sistemkewenangan, kepegawaian, jabatan, dan metode yang
dipergunakan pemerintah untuk melaksanakan program-programnya. Dibawah ini
merupakan Kriteria birokrasi menurut Max Weber dalam Said 2010:5) kemudian
merumuskan delapan proporsitentang penyusunan sistem otoritas lega, yakni:

a. Tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang berkesinambungan.

b. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang yang berbeda sesuai dengan
fungsinya, yang masing-masing dilengkapi dengan syarat tertentu.

c. Jabatan tersusun secara hierarkis, yang disertai dengan rincian hak- hak
kontrol dan pengaduan (complaint).

d. Aturan disesuaikan dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun
legal.dalam hal tersebut, manusia menjadi diperlukan.

e. Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda dengan anggota sebagai

individu pribadi.
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f. Pemegang jabatan tidaklah sama dengan jabatannya.

g. Administrasi didasarkan pada dokumen tertuli dan hal ini cenderung
menjadikan kantor (biro) sebagai pusat organisasi modern.

h. Sistem otoritas legal memiliki berbagai bentuk, tetapi dilihat pada aslinya,
sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf administrasi birokratik.

Untuk mendukung pernyataan menurut Weber maka dijelaskan unsur-
unsur birokrasi menurut Said (2010:96) unsur-unsur birokrasi itu menjadi 5 unsur
utama dari birokrasi, yaitu:

1. Struktur organisasi birokrasi

2. Visi dan misi organisasi birokrasi
3. Personel atau pejabat birokrasi
4. Fasilitas pendukung birokrasi

5. Kepemimpinan birokrasi

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
birokrasi adalah jajaran keseluruhan pemerintahan negara yang bisa dikenal
sebagai abdi masyarakat yang menjalankan sistem adminisrasi sebagai salah satu
negara atau dengan kata lain birokrasi merupakan alat pemerintahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

2.3. Konsep Efektifitas
2.3.1. Pengertian Efektifitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian

dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas

selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang
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sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan
dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan
efesiensi. Setiap organisasi mempunyai tujuan. Tujuan yang dicapai selalu
berorientasi pada efektif dan efesien. Efektivitas umumnya disebut sebagai tingkat
sampai dimana tujuan-tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dicapai atau dapat
dikatakan efektif itu diarahkan pada keberhasilan pencapaian tujuan. Sedangkan
efesiensi diarahkan pada pendayagunaan waktu, biaya, dan cara untuk mencapai
tujuan.

Menurut Mahmudi (2005:92) menjelaskan efektivitas sebagai berikut:
“Efektivitas merupakan hubungan yang terdapat antara output dengan tujuan,
semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka
semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan
hubungan antara output dan tujuan, ketika suatu organisasi memiliki banyak
output dari suatu yang dilakukannya dalam mencapai tujuan organisasi tersebut
maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya.

Menurut James A.F. Stoner,et al, dalam Nawawi (2013:190) menjelaskan
efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan tertentu yang ingin
dicapai (doing the right thing) . Jadi jika tujuan atau sasaran itu tidak selesai
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pekerjaan itu tidak efektif.

Selanjutnya ditinjau dari ketepatan waktu, maka menurut Siagian
(2002:171), efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan

sebelumnya tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu
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yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan. Artinya apakah
pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak adalah sangat tergantung bila mana
tugas tersebut diselaikan dan tidak terutama menjawan pertanyaan tentang
bagaimana melaksanakannya serta biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Sedangkan bila ditinjau dari aspek manfaat dan kemampuan melakukan
tugas, maka menurut Arouf (Sedarmayanti, 2000:183) efektifitas adalah berkaitan
dengan pencapaian untuk kerja yang maksimal dengan pencapaian kualitas,
kuantitas dan waktu. Suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan
rencana adalah efektif, tetapi belum tentu efesien. Suatu pekerjaan pemerintah
sekalipun tidak efesien dalam arti input dan output, tetapi tercapainya tujuan itu
adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap
kepentingan masyarakat banyak, baik politik, ekonomi maupun sosial.

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari berbagai pengertian efektivitas
menurut para ahli diatas, secara ringkas bahwa efektivitas merupakan suatu
ukuran dalam pencapaian tujuan, ukuran tersebut dapat dilihat dari segi waktu,
kualitas, manfaat dan kemampuan yang telah dicapai. Apabila ukuran tersebut
sesuai dengan tujuan maka dapat dikatakan efektif.

2.3.2. Ukuran Efektivitas

Keluaran (output) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (output)
tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka
pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran
efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (outcome) seringkali tidak dapat

diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program
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berhasil.

Steers dalam Tangkilisan (2005:140-141) mengemukakan lima Kkriteria
dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

1. Produktivitas

2. Kemampuan adaptasi atau fleksibelitas

3. Kepuasan kerja kemampuan berlaba

4. Pencarian sumber daya

Sementara Gibson et al. Dalam Tangkilisan (2005:141) mengatakan bahwa
efektivitas organisasi dapat pula diukur sebagai berikut:

1 Kejelasan tujuan yang akan dicapai, yaitu kejelasan tujuan yang hendak
dicapai, namun dengan efektivitas organisasi dari sudut pencapaian tujuan,
dalam pengertian sebagai misi terakhir, adalah pekerjaan yang sulit karena
sering tujuan tidak dapat ditentukan dengan pasti.

2 Kejelasan strategi dalam pencapaian tujuan, adalah adanya kejelasan strategi
untuk melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang
ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam mencapai tujuan.

3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, hal ini berkaitan
dengan tujuan yang hendak dicapai atau strategi yang telah ditetapkan,
artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-
usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

4, Perencanaan yang matang, pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang

apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
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5 Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu
dijabarkan program-program pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak,
para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana, yaitu faktor lain yang menunjang
efektivitas adalah tersedianya sarana prasarana.

7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, sistem
pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat
manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut
terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Oleh karena itu, dalam mengukur efektivitas suatu organisasi
pemerintahan, akan dilihat sejauh mana atau seberapa besar kemampuan
organisasi pemerintahan dalam melakukan inovasi, kemampuan beradaptasi
dengan perubahan lingkungan, kemampuan organisasi dalam mengambil
pelajaran, baik dari kegagalan maupun keberhasilan, dan kapasitas organisasi itu
untuk mengatur perubahan-perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan
pemerintahan melalui penerapan secara optimal fungsi-fungsi pemerintahan.
2.3.3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi mempunyai banyak pengertian, tergantung
bagaimana cara kita memandangnya, sehingga mengandung pengertian yang
multidimensi. Sesuatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat
sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Organisasi yang dimaksudkan bisa berasal dari pemerintahan ataupun organisasi
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diluar pemerintahan. Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin
diraih oleh sebuah organisasi.

Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh
mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Stoner
dalam Tangkilisan (2005:138), menekankan pentingnya efektivitas organisasi
dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari
kesuksesan suatu organisasi. Sedangkan Georgopualos dalam Tangkilisan
(2005:139) mengatakan bahwa: “Efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh
mana organisasi yang merupakan suatu sistem sosial dengan segala sumber daya
dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan
dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota- anggotanya”.

Konsep diatas menunjukan pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan
bagaimana cara mencapai tingkat efektivitas diungkapkan oleh Argris dalam
Tangkilisan (2005:139) bahwa: “efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau
pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan, dan pemanfaatan
tenaga manusia”.

Disimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi menunjuk pada
tingkat sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi- fungsi
sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara
optimal alat-alat dan sumber daya yang ada. Suatu bentuk organisasi yang dapat
dikatakan efektif itu apabila dapat tercapai tujuan dari organisasi itu dengan tepat
waktu dan tepat guna.

Sudarmo dan Mulyono mengemukakan efektivitas organisasi adalah
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sebagai berikut: “Efektivitas organisasi harus mampu menggambarkan hubungan
timbal balik yang harmonis antara organisasi dengan lingkungannya yang lebih
luas. Efektivitas organisasi juga adalah suatu organisasi itu mampu bertahan dan
hidup terus dalam lingkungannya, sehingga kelangsungan hidup organisasi yang
bersangkutan merupakan ukuran terakhir atau ukuran jangka panjang mengenai
efektivitas organisasi”. Sudarmo dan Mulyono (2001:128)

Robbins (2006:51) menyatakan efektivitas organisasi adalah sebagai
berikut: Dalam upaya menyelenggarakan aktivitas organisasi terdapat beberapa

faktor yang mempengaruhi efektiviatas, yaitu:

1. Adanya suatu tujuan yang jelas
2. Sumber daya manusia
3. Struktur organisasi
4. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat
5. Adanya sistem nilai yang dianut

Ada banyak rangkaian kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi
efektivitas organisasi seperti yang dikemukakan diatas, tetapi untuk menentukan
faktor-faktor yang mempengaruhi keriterianya sangatlah sulit karena harus
melihat pada hasil-hasil penelitian terdahulu.

Menurut Steer dalam Tangkilisan (2005:151-155) ada empat faktor yang
berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, yaitu:

1. Karakteristik Organisasi
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Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi.struktur diartikan
sebagai hubungan yang relatif tetap sifatnya, merupakan cara suatu
organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi.
Teknologi menyangkut mekanisme suatu organisasi untuk mengubah
masukan mentah menjadi keluaran jadi.

2. Karakteristik lingkungan
Karakter lingkungan ini mencakup dua aspek, yaitu internal dan eksternal.
Lingkungan internal dikenal sebagai iklim organisasi, yang meliputi macam-
macam atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi dan
efektivitas, khususnya atribut yang diukur pada tingkat individual. Lingkungan
eksternal adalah kekuatan yang timbul dari luar batas organisasi, yang
mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi seperti kondisi
ekonomi, pasar, dan peraturan pemerintah.

3. Karakteristik pekerja
Karakteristik pekerja berkaitan dengan peranan perbedaan individu para
pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas. Para individu pekerja
mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang
berbeda-beda pula. Variasi sifat pekerja inilah yang menyebabkan perilaku
orang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh
langsung terhadap efektivitas organisasi. Dua hal tersebut adalah rasa
keterikatan terhadap organisasi dan prestasi kerja individu.

4. Kebijakan dan praktik manajemen



xli

Manajer memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi
melalui perencanaan, koordinasi, dan memperlancar kegiatan ke arah yang
menjadi sasaran. Kebijakan yang baik adalah kebijakan tersebut secara jelas
membawa kita kearah tujuan yang kita inginkan.

2.4. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratisasi dan
keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian
hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakan
otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota. Penyelenggaraan
pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan
pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat
menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.

Menurut Sarundajang (2005:82) bahwa tujuan pemberian otonomi daerah
setidak-setidaknya akan meliputi 4 aspek sebagai berikut:

1. Dari segi politik adalah untuk mengikutsertakan , menyalurkan inspirasi dan
apresiasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk
mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan
dalam proses demokrasi di lapisan bawah.

2. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan daya guna
dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan
penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan

terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam
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berbagai bidang kebutuhan masyarakat.

3. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta
menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha
pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat makin
mandiri, dan tidak terlalu banyak bergantung pada pemberian pemerintah
serta memilik daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.

4. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan
program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin
meningkat.

Berdasarkan tujuan  penyelenggaraan otonomi daerah tersebut,
penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu bentuk tujuan dari
pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Dimana penyelenggaraan pemerintahan
desa bertujuan untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan apresiasi
masyarakat, memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas
jenis-jenis  pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat,
pemberdayaan (empowerment) masyarakat, melancarkan pelaksanaan program
pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.

Menurut  Ndraha (2003:66) menyatakan bahwa: “Berjalannya
pemerintahan daerah secara efesien dan efektif sangat ditentukan oleh
penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif karena di level pemerintahan
inilah fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan
pemerintahan daerah yang nyata dan faktual dibandingkan dengan pemerintahan

kabupaten dan kecamatan”.



xliii

Dari pendapat tersebut maka, jika dilihat dari sistem pemerintahan
Indonesia, pemerintahan desa merupakan level yang paling lemah. Sedikit saja
terjadi perubahan kebijakan pemerintahan dan pembangunan, yang paling tidak
siap dalam menghadapi perubahan itu adalah pemerintahan desa. Menurut
Makmur (2008:7) mengatakan bahwa:

“Pada saat ini dapat dilihat hubungan kekerabatan dan kekeluargaan antara
masyarkat desa dan pemerintahan desa telah bergeser menjadi hubungan
berdasarkan kepentingan sehingga budaya kebersamaan, gotong royong, ikatan
tradisional, dan iuran warga desa yang dahulu begitu kental sudah sukar dijalnkan.
Kondisi ini menjadi semakin lemah dengan kondisi aparat desa yang
kemampuannya sangat rendah, kewenangan pemerintah desa yang terbatas, dan
kurangnya dukungan dana dan fasilitas dari pemerintahan tingkat atas”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
menyatakan Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Menurut Tangkilisan (2005:34) dikatakan bahwa: “Dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang efektiv dan efisien, dibutuhkan tingkat
desentralisasi yang tinggi. Desentralisasi dalam tingkat atau derajat yang tinggi
menimbulkan konsekuensi kebutuhan untuk membangun daerah-daerah otonom
yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi pula”.

Jadi penyelenggaraan pemerintah akan berjalan dengan efektif dan efisien

apabila tingkat desentralisasi itu tinggi, karena dengan adanya desentralisasi dapat
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menumbuhkan kemandirian daerah secara tidak langsung daerah tersebut dapat

menciptakan  kemandiriannya. Namun dalam praktik penyelenggaraan

pemerintahan (Manejemen Pemerintahan), menurut Tangkilisan (2005:34-36)

Penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas-

asas pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Kepastian Hukum, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah
harus berdasarkan pada hukum vyang berlaku. Semua tindakan juga
berimplikasi pada hukum. Oleh karena itu hukum harus dijadikan pegangan
dan pedoman dalam menentukan cara berperilaku.

2. Keadilan dan Kewajaran, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
sehubungan dengan tugas yang dilakukan harus bersifat adil dan wajar secara
proposional. Yang dimaksud dengan adil adalah suatu perlakuan yang
seharusnya diberikan sesuai dengan hukum yang menaunginya dan
pelayanan yang harus diberikan. Yang dimaksud dengan wajar adalah
bahwatindakan yang dilakukan tidak berlebihan dan tidak juga
menyepelekan.

3. Kesamaan, pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah tidaklah
diskriminatif berdasarkan perasaan suka atau tidak suka.

4. Permainan yang Layak, aturan yang diberlakukan kepada setiap warga
negara mengikuti pertimbangan hukum yang wajar, tidak memberatkan.

5. Cermat, ketelitian dalam pelaksanaan tugas harus dilaksanakan agar

terhindar dari masalah dikemudian hari.
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Keseimbangan, tindakan yang dilakukan harus dipertimbangkan dari berbagai
segi secara sinergis. Tidak ada yang dirugikan.

Pengharapan yang Wajar, imbalan yang didapat dari suatu pekerjaan sudah
mempunyai ukuran yang baku.

Motivasi  Keputusan, setiap keputusan memiliki motivasi yang
mendorongnya, baik yang bersifat preventif, problem sloving, atau proaktif.
Kebijaksanaan, situasi dan kondisi yang berbeda-beda menyebabkan
perlunya kemampuan untuk mengadaptasikan suatu tindakan terhadap
lingkungan setempat.

Penyelenggaraan Kepentingan Umum, pelayanan pemerintah terutama
ditujukan kepada kepentingan umum didahulukan dari pada kepentingan
kelompok, golongan atau pribadi.

Perlindungan atas Pandangan Hidup, setiap warga negara mempunyai hak
atas pandangan hidupnya.

Koordinasi dan Kesatuan Arah, segenap tindakan yang dilakukan oleh
aparatur pemerintah haruslah ditujukan kesatu arah, yaitu tujuan negara.
Pembagian kerja hanylah merupakan suatu usaha untuk pelaksanaan kerja
yang efektif dan efisien.

Menurut Widjaja (2003:3) menyatakan Penyelenggaraan pemerintahan

desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga

desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya. Dari pengertian tersebut sistem penyelenggaraan pemerintahan
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sendiri adalah adanya otonomi daerah yang tujuannya adalah mensejahterakan
masyarakat.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal
24 Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:
a) Kepastian hukum
b) Tertib penyelenggaraan pemerintahan
c) Tertib kepentingan umum
d) Keterbukaan
e) Porposionalitas
f) Profesionalitas
g) Akuntabilitas
h) Efektivitas dan efesiensi
i) Kearifan lokal
j) Partisipatif

Fenomena penyeleggaraan pemerintahan desa menarik untuk disorot
karena merupkan level penyelenggaraan pemerintahan yang kurang tersentuh dari
perhatian dan kepedulian pemerintah tingkat atas terhadap berbagai kelemahan
pemerintahan desa dan hanya menjadi sentral dari berbagai kebijakan dan
peraturan pemerintah.
2.5. Penelitian Terdahulu

Untuk bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan hasil
penelitian terdahulu, dengan adanya penelitian terdahulu ini diharpkan akan

mampu memecahkan maslah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti
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memakai dua penelitian terdahulu, yaitu:

Penelitian dengan judul Kinerja Aparatur Desa dalam Penyelnggaraan
Pemerintahan Desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten
Tana Tidung yang merupakan jurnal dari Jaitun Fakultas IImu Sosial dan limu
Politik Universitas Mulawarman 2013. Tujuan penelitian tersebut untuk
mengetahui tentang Kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa terutama dalam hal kerjasama, kedisiplinan, kreatifitas, tanggung jawab serta
mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan penghambat kinerja aparatur desa
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Teori yang digunakan dalam peneliti
ini adalah teori kinerja meliputi: kerjasama, kedisiplinan, kreatifitas, dan tanggung
jawab. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah kerjasama aparatur desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sudah cukup baik, karena selalu
mengedepankanmusyawarah dan memberikan informasi kepada rekan kerjanya
yang lain. Kedisiplinan aparatur desa hanya dapat dilihat dari keseragaman
dinasnya saja, tidak dalam pelaksanaan tugasnya yang kurang disiplin dan tidak
adanya sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan tersebut. Sedangkan kreatifitas
dan tanggung jawab desa sudah berjalan dengan baik. Persamaan dalam penelitian
ini terletak pada tema mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. sedangkan
perbedaan dalam penelitian ini terlihat dari metode penelitian dan lokus penelitian.

Penelitian dengan judul Pengaruh Kemampuan Aparatur Desa Terhadap
Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Desa di Desa Keupok Kabupaten

Aceh Utara. penelitian tersebut merupakan skripsi dari Sahlan Sahputra
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Universitas Sumatera Utara 2008. Tujuan dari penelitian tersebut untuk
mengetahui kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan program
pembangunan desa, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program
pembangunan desa, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemampuan
aparatur terhadap efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa. Sedangkan
metode penelitiannya adalah korelasional dengan pendekatan kuantitatif.
Hipotesis alternatifnya adalah terdapat pengaruh yang positif antara kemampuan
aparatur denagn efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa pada
program BBR-P2FM di desa keupok nibong kabupaten aceh utara. Hasil dari
penelitian tersebut adalah kemampuan aparatur telah memenuhi kriteria dengan
baik dan sesuai dengan yang diharapkan dengan persentase 56%. Sedangkan
efektivitas pelaksanaan program pembangunan pada kategori tinggi dengan
persentase 56%. Berdasarkan analisis korelasi terdapat pengaruh yang positif
antara kemampuan aparatur terhadap efektivitas pelaksanaan program
pembangunan, dan berdasarkan perhitungan koefisien  determinasi adanya
hubungan sebesar 58%. Persamaan dari penelitian ini ada pada tema tentang
kemampuan aparatur desa, metode penelitian dan hipotesis. Sedangkan
perbedaannya adalah terdapat pada teori yang digunakan, dan lokus penelitian.
2.6. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan alur berfikir peneliti dalam penelitian, untuk
mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan
peneliti maka dibuatlah kerangka berfikir yang mengacu pada identifikasi masalah

yang dijabarkan pada bab 1 dan akan dikupas dengan teori yang dijabarkan pada
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bab 2 dan akan dihasilkan kesimpulan yang akan memberikan manfaat. Dibawah
ini adalah kerangka berfikir dari peneliti Pengaruh Kapasitas Aparatur Terhadap
Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Wilayah Kecamatan
Wonggarasi Kabupaten Pohuwato).

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan
otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan
kepada masyarakat dan menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua
program. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya rakyat politik
dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk.

Kondisi obyektif di lapangan menunjukan bahwa desa-desa secara umum
masih berada pada kondisi tertinggal baik dibidang pendidikan, kesehatan dan
ekonomi dengan sulitnya lapangan pekerjaan. Upaya meningkatkan kemampuan
aparatur daerah pedesaan di era otonomi daerah sekarang ini merupakan langkah
penting dan strategis yang perlu dicermati dan dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya. Keberhasilan dalam pelaksanaan tersebut bagaimanapun akan
memberikan sumbangan serta andil yang sangat besar, baik dalam rangka upaya
pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh desa dan masyarakat desa
sendiri dalam menunjang berhasilnya penyelenggaraan otonomi daerah. Seperti
halnya kapasitas aparataur dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah
kecamatan Wonggarasi ini bukan tanpa masalah. Berdasarkan observasi awal,
peneliti menemukan beberapa masalah yaitu: (1) Rendahnya pengetahuan aparatur
desa mengenai tugas pokok dan fungsi bidang masing-masing. (2) Rendahnya

keterampilan aparatur desa dalam penggunaan teknologi (komputer). (3)



Pembangunan fisik desa belum maksimal. (4) kewenangan yang diberikan kepada
pemerintah desa dalam rangka meningkatkan PADes seperti menggali potensi
desa belum dimanfaatkan secara optimal.

Peneliti menggunakan konsep kapasitas aparatur sebagai variabel X. Pada
Kapasitas, peneliti menggunakan konsep kapasitas Wibowo (2007:87) kapasitas
individu yang mendasari Kinerja atau perilaku di tempat kerja. Terdapat lima
enam Indikator yaitu motof, sifat, konsep diri, pengetahuan, keterampilan, dan
Etika. Akan tetapi untuk memudahkan peneliti dalam menilai kapasitas aparatur
maka peneliti hanya mengambil 3 (tiga) indikator tersebut yang di anggap paling
mendasar yakni pengetahuan, keterampilan dan etika. Dari ketiga masing-masing
dimensi tersebut terdapat beberapa indikator yang akan digunkan sebagai frame
work atau kerangka pemikiran, sehingga teori tersebut diharapkan dapat
mengetahui seberapa besar tingkat kapasitas aparatur terhadap efektifitas
penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan Wonggarasi.
Sedangkan konsep efektivitas sebagai variabel Y. Pada efektivitas, peneliti
menggunakan konsep efektivitas menurut Gibson el at., Steer, dan Tangkilisan.
Dari ketiga konsep tersebut peneliti akan digunakan sebagai parameter
penelitian. Dari teori efektivitas tersebut diharapkan dapat mengetahui seberapa
besar tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa diwilayah kecamatan
Wonggarasi. Kemudian hasil dari kedua konsep tersebut dapat mengetahui adanya
pengaruh antara kapasitas aparatur terhadap efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan desa di wilayah kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato.



Untuk lebih jelasnya kerangka konseptual dalam penelitian ini di gambarkan

sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Konsep

Efektifitas Penyelenggaraan
Pemerintah Desa

Sumber : Wibowo (2007:87)

2.7. Hipotesis Penelitian
Sugiyono (2012:64) mengatakan bahwa hipotesis merupkan jawaban

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah peneliti



telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan permasalahan

penelitian diatas maka peneliti merumuskan hipotesa terhadap penelitian ini

sebagai berikut:

3. Terdapat pengaruh antara Kapasitas Aparatur (X) berupa Pengetahuan (X1),
Keterampilan (X2), dan Etika (X3) Secara Simultan terhadap Efektifitas
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wonggarasi Kabupaten
Pohuwato?

4. Terdapat pengaruh antara Kapasitas Aparatur (X) berupa Pengetahuan (X1),
Keterampilan (X2), dan Etika (Xs) Secara Parsial terhadap Efektifitas
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wonggarasi Kabupaten
Pohuwato?

BAB |11
OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1. Objek dan Waktu Penelitian
Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka konseptual yang
diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah
mengenai  Kapasitas Aparatur serta Pengaruhnya Terhadap Efektifitas

Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Penelitian ini dilakukan selama + 2 (dua)

bulan bertempat di Kecamatan Wonggarasi KabupatenPohuwato.

3.2. Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih jenis penelitian analisis

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan



angka-angka dan kata-kata atau kalimat dan gambar dengan memakai sampel dan
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok.

Adapun peneliti dalam hal ini menggunakan metode survey langsung.
Metode survey ini melalui cara dating langsung kelapangan dengan disertai
menyebarkan kuesioner yang telah disusun. Berdasarkan hipotesis dalam
rancangan penelitian ini ditentukan variabel-variabel yang dipergunakan dalam
penelitian. Ada 3 (tiga) variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu motivasi,
pengalaman kerja, dan produktivitas kerja karyawan.

3.3. Definisi Operasionalisasi Variabel

Suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi
arti, atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan oprasional yang
diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi oprasional yang diukur

memberikan gambaran bagaimana variabel tersebut diukur (Nazir, 2005:126).

Tabel 3.1
Matriks Operasionalisasi Variabel
Variabel Dimensi Indikator Skala
Kapasitas Aparatur (X) (1. Pengetahuan e Mengetahui Ordinal
e Aplikasi
2. Keterampilan e Keterampilan teknik Ordinal
o Keterampilan diagnostik
3. Etika e Bertangungjawab Ordinal
e Larangan penyalagunaan
wewenang
Sumber : Wibowo (2007:87)
Variabel Dimensi Indikator Skala
Efektifitas 1. Kepastian Hukum e Adanya pedoman dalam | Ordinal

Penyelenggaraan
Pemerintah Desa (YY)

penyelenggaraan
pemerintah desa
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e Kepatuhan

sifatnya mendidik

2. Kebijakan dan Praktik | e Ketepatan Ordinal
Manajemen penyelenggaraan
pemerintah desa
e Pemanfaatan
sumberdaya
3. Penyelenggraraan e Proses penyelenggaraan | Ordinal
kepentingan umum pemerintah desa
o Kepentingan
masyarakat
A. Tersedianya  sarana | e Biaya dan kelembagaan | Ordinal
dan prasaran e Sarana pemberdayaan
5. Koordinasi dan | e Pembagian kerja Ordinal
kesatuan arah e Keserasian
6. System pengawasan | e Adanya system | Ordinal
dan pengendalian pengawasan
e Pengendalian yang

Sumber : Gibson et al. Dalam Tangkilisan (2005:141)

Dalam melakukan test dari masing-masing variabel akan diukur dengan

menggunakan skalali kert. Kuisioner disusun dengan menyiapkan 5 (lima) pilihan

yakni : Sangat Setuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju.

Setiap pilihan akan diberikan bobot nilai yang berbeda seperti tampak dalam table

berikut ini :

Tabel 3.2 :Bobot Nilai Variabel
Pilihan Bobot
SangatSetuju /Selalu 5
Setuju /Sering 4
Ragu-ragu/Kadang-kadang 3
TidakSetuju /Jarang 2
SangatTidakSetuju /TidakPernah 1

Sumber : Sugi

3.4. Populasi dan Sampel

yono,1997:56




3.4.1. Populasi

Menurut (Sugiyono,1997:57), definisi populasi yaitu “Populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek dan subyek yang menjadi kuantitas
dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian
ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa se
kecamatan wonggarasi yang terdiri dari 7 desa yang berjumlah 76 orang.
3.4.2. Sampel

Sugiyono (2008:81) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik penarikan
sampel dalam penelitian ini menggunakan Sampling Jenuh yaitu semua anggota
populasi di jadikan sampel. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah

perangkat desa se-kecamatan wonggarasi yangh berjumlah 76 orang.

3.5. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh lansung dari para responden tempat
penelitian dengan sumber datanya adalah kuesioner.

2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain, dan
sumber datanya adalah berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis yang
ada kaitannya dengan objek penelitian, dan lain-lain.

3.6. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengambilan data sebagai

berikut :
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1. Observasi adalah melihat secara langsung serta mencari informasi yang ada
kaitannya dengan penelitian.
2. Kuesioner adalah memberikan daftar pertanyaan kepada setiap responden
sebagai alat pengumpul data.
3.7. Prosedur Penelitian
Untuk mendapatkan data yang baik dalam arti mendekati kenyataan

(obyektif) sudah tentu diperlukan suatu instrumen atau alat pengumpul data yang
baik dan yang lebih penting lagi adanya alat ukur yang valid dan andal (reliable).
Dan untuk dapat meyakini bahwa instrumen atau alat ukur yang valid dan andal,
maka instrumen tersebut sebelum digunakan harus diuji validitas dan
reliabilitasnya sehingga apabila digunakan akan menghasilkan data objektif.
3.7.1 UjiValiditas

Menurut Arikunto (2001:219) Validitas adalah suatu ukuran yang
menujukkan tingkat kevalidan atau keahlian suatu instrumen yang bersangkutan
mampu mengukur apa yang diukur. Uji Validitas dilakukan dengan
mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-
masing variabel. Selanjutnya dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien
korelasi. Menurut Masrun, yang dikutip Sugiyono (1999:106) menyatakan item
yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) dan korelasinya
tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula.
Untuk pengujian menggunakan rumus angka kasar sebagai berikut :

NEXY — (ZX)(EY)

I'xy =
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V(nZX?) - (ZX)?) ((nZY?) - (ZY))

dimana :

r =  Koefisien Korelasi

X =  Variabe bebas (Independent)
Y =  Variabel terikat (Dependent)
n =  Banyaknya sampel

Selanjutnya dihitung dengan uji t dengan rumus:

rv n-2
thiung =
1-r2
Dimana:
t = Nilai t hitung
n = Jumlah responden

r Koefisien korelasi hasil r hitung

Selanjutnya angka korelasi yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan di
transformasi kenilai t — student dan di bandingkan dengan tabel — t pada derajat
bebas (n-2), taraf signifikansi yang dipilih. Bila nilai t yang diperoleh berdasarkan
perhitunggan nilainya lebih besar dari nilai t tabel maka pertanyaan dikatakan
valid, dan bila nilai t dibawah atau sama dengan nilai t tabel maka pertanyaan
dikatakan tidak valid. Sedangkan untuk mengetahui tingkat validitas besarnya
pengaruh masing-masing variabel atau besarnya koefisien korelasinya dengan

menggunakan interpretasi koefisien korelasi, seperti pada tabel 3.3, berikut :

Tabel 3.3
Interpretasi koefisien korelasi
R Keterangan
0,000 < 0,199 Korelasi sangat rendah
0,200 < 0,399 Korelasi rendah
0,400 < 0,699 Korelasi sedang
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0,700 < 0,899 Korelasi Tinggi

0,900 < 1,000 Korelasi sangat tinggi

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau keandalan bertujuan untuk mengukur keandalan alat
ukur dengan cara memberikan skor yang relative sama pada seorang responden,
walaupun responden mengerjakannya dalam waktu yang berbeda. Uji dilakukan
menggunakan teknik belah dua dari Spearman Brown, yang langkah-langkah

kerjanya sebagai berikut :

=

Membagi pernyataan-pernyataan menjadi dua belahan

2. Skor untuk masing-masing pernyataan pada tiap belahan dijumlahkan,
sehingga menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden.

3. Mengkorelasikan skor total belahan pertama dengan belahan kedua, dengan
menggunakan teknik korelasi Product Moment.

4. Angka korelasi yang diperoleh adalah angka korelasi dari alat pengukur yang

dibelah (split-half), maka angka korelasi yang lebih rendah dari pada angka

yang diperoleh jika alat ukur itu tidak dibelah, seperti pada teknik test-retest.

dimana:

ri = Reliabilitas internal seluruh instrumen atau pernyataan
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rb = Korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua
Reliabel setiap pernyataan akan ditunjukkan dengan hasil r ; positif dan '
hitung >" tabel, berarti seluruh item pernyataan adalah reliabel/handal.
3.7.3. Konversi data
Proses transformasi data dari skala pengukuran ordinal ke skala
pengukuran interval dapat dilakukan melalui suatu metode transformasi data yang
dikenal method of successive interval, (Hays: 1976:39-42, dalam Riduwan
2009:30). Pada umumnya jawaban responden yang diukur dengan menggunakan
skala likert (Lykert scale) diadakan scoring yakni pemberian nilai numerikal
1,2,3,4 dan 5, setiap skor yang diperoleh akan memiliki tingkat pengukuran
ordinal. Nilai numerikal tersebut dianggap sebagai objek dan selanjutnya melalui
proses transformasi ditempatkan kedalam interval, dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Untuk setiap pertanyaanHitung frekuensi (f) setiap skor (1 sampai dengan 5)
dari responden yang memberikan tanggapannya
2. Hitung proporsi dengan membagi jumlah f (frekuensi) dengan jumlah n
sampel
3. Tentukan proporsi kumulatif dengan menjumlahkan proporsi secara berurutan
setiap responden
4. Proporsi kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku. Selanjutnya,
hitung nilai Z berdasarkan pada proporsi kumulatif tadi
5. Dari nilai Z yang diketahui tersebut, tentukan nilai density-nya dengan

menggunakan tabel 4 (ordinates Y the Normal Curve a Z).



6. Menghitung SV untuk masing-masing pilihan dengan rumus :

SV (scale value) =  _(density at lower limit) — density at upper limit)

(area under upper limit) — (density under lower limit)

Keterangan :

density at lower limit : Kepadatan batas bawah
density at upper limit : Kepadatan batas atas

area under upper limit : Daerah dibawah batas atas
area under upper limit : Daerah dibawah batas bawah

3.7.3. Konversi data
Proses transformasi data dari skala pengukuran ordinal ke skala
pengukuran interval dapat dilakukan melalui suatu metode transformasi data yang
dikenal method of successive interval, (Hays: 1976:39-42, dalam Riduwan
2009:30). Pada umumnya jawaban responden yang diukur dengan menggunakan
skala likert (Lykert scale) diadakan scoring yakni pemberian nilai numerikal
1,2,3,4 dan 5, setiap skor yang diperoleh akan memiliki tingkat pengukuran
ordinal. Nilai numerikal tersebut dianggap sebagai objek dan selanjutnya melalui
proses transformasi ditempatkan kedalam interval, dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
7. Untuk setiap pertanyaan Hitung frekuensi (f) setiap skor ( 1 sampai dengan 5)
dari responden yang memberikan tanggapannya
8. Hitung proporsi dengan membagi jumlah f (frekuensi) dengan jumlah n
sampel
9. Tentukan proporsi kumulatif dengan menjumlahkan proporsi secara berurutan

setiap responden
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10. Proporsi kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku. Selanjutnya,
hitung nilai Z berdasarkan pada proporsi kumulatif tadi

11. Dari nilai Z yang diketahui tersebut, tentukan nilai density-nya dengan
menggunakan tabel 4 (ordinates Y the Normal Curve a Z).

12. Menghitung SV untuk masing-masing pilihan dengan rumus :

SV (scale value) =  _(density at lower limit) — density at upper limit)

(area under upper limit) — (density under lower limit)

Keterangan :

density at lower limit : Kepadatan batas bawah
density at upper limit : Kepadatan batas atas

area under upper limit : Daerah dibawah batas atas
area under upper limit : Daerah dibawah batas bawah

3.8. Metode Analisis
3.8.1. Rancangan Uji Hipotesis

Rancangan uji hipotesis dilakukan untuk memastikan variabel X vyaitu
Kapasitas Aparatur, berpengaruh terhadap Efektiftas (variabel Y), dengan

menggunakan jalur, sebagai berikut :

€
X1 1
rX1ix2
X2
X1X3 pyx2
rX2x3
X3
pyxs
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Keterangan
X1 : Pengetahuan
X2 : Keterampilan

X3 : Etika
Y : Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa
¢ : Variabel lainnya yang mempengaruhi Y

Data yang terkumpul di analisis hubungan kausalnya antara variabel-
variabel atau dimensi-dimensi yang dilakukan dengan menggunakan jalur (path
analysis) yang memperlihatkan pengaruh antar variabel. Gambar diatas juga
memperlihatkan bahwa variabel Y tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh X tetapi
ada variable lain ikut mempengaruhi yang dinyatakan dengan variable epselon (¢)
yaitu variabel yang tidak diukur dan diteliti.

3.8.2. PengujianHipotesis

Sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam

pengujian hipotesis menggunakan path analysis (Nirwana dalam Darnawati,

2003:64-65) dengan langkah-langka sebagai berikut :

1. Membuat persamaan struktural, yaitu:

Y =Pyx1X1 + PyxoX2 + PyxsX3 +¢

2. Menghitung matrix korelasiantar X1,X2,X3 dan Y
3. Menghitung matriks korelasi antar variable eksogenus, yaitu
4. Menghitung matriks invers R1!

5. Menghitung Koefisien jalur Pyx1 (i = 1,2,3)
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6. Menghitung R2y (X1, X2, X3) yaitu koefisien yang menyatakan determinasi
total X1, X2, X3 terhadap Y

7. Hitung pengaruh variabel lain (Pys)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1. Sejarah Singkat Kecamatan Wanggarasi
Kecamatan Wanggarasi adalah salah satu kecamatan wilayah Barat

Kabupaten Pohuwato, secara adminstratif kecamatan wanggarasi mewilayahi
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tujuh Desa, Desa Yipilo, Desa Wonggarasi Timur, Desa Limbula,Desa Bukit
Harapan, Desa Tuweya, Desa Bohusami, dan Desa Lembah Permai, Kecamatan
Wanggarasi dimekarkan pada tahun 2008, Dasar pembentukan Kecamatan
Wanggarasi tertuang dalam Peraturan daerah Kabupaten Pohuwato no 02 tahun
2008.

Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas
penyelengraaan pemerintahan, khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi
salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang
akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang
bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan
dibawa.

Adapun sumber daya aparatur pemerintah kecamatan wanggarasi sebagai
berikut:

Tabel-1
Sumber daya Manusia Kantor Camat Wanggarasi

TAHUN (Orang)
NO GOLONGAN 2012 2013 | 2014 2015 2016 KET
1 Golongan IV 2 2 2 2 1
2 Golongan lli 7 9 10 12 13
3 Golongan I 15 16 14 10 7
4 Golongan | - - - - -
5 Non PNS 4 4 4 4 1
Jumlah 27 28 31 30 24
Tabel-2

Sumber Daya Manusia Kantor Camat Wanggarasi Menurut Pendidikan

TAHUN (Orang) JK (2016)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Lk | PR

NO PENDIDIKAN KET

1 Sarjana 6 9 11 | 15 | 14 [9 | 5
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2 DIl 2 2 1 - -

3 DIl - - - - -

4 DI 1 1 1 1 1 1

5 | SMA/Sederajat | 17 | 16 | 15 | 11 | 7 7 -
Jumlah 27 | 28 | 31 | 30 | 22 | 17 | s

Berdasarkan data SDM aparat pada tabel di atas dapat dilihat jelas

bahwa SDM Kantor camat wanggarasi cukup representatip secara Golongangan

dan Pendidikan, walaupun masih ada beberapa orang yang belum Malanjutkan

jenjang ke Sarjana, selain itu dapat dilihat pula jumlah SDM aparatur Masih

Minim hal ini tentunya tidak berimbang dengan tugas dan tanggungjawab

kewenagan kecamatan dalam hal pelayanan,

Guna mendukung tugas pokok dan fungsi kecamatan Wanggarasi

mempunyai beberapa kinerja pelayanan antara lain :

1.

Melaksanakan kebijakan — kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum
di kecamatan.

Melaksanakan perundang — undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan
pemerintahan di kecamatan.

Menjalin koordinasi dengan muspika, dinas / instansi terkaitdan menjalin
kerjasama dengan para pengusaha dan tokoh masyarakat di wilayah

Menciptakan dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah demi
terciptanya kondisi wilayah yang kondusif

Melaksanakan pengembangan wilayah dengan melibatkan peran serta aktif dari
masyarakat.

Melaksanakan pembinaan pada pegawai di lingkungan kecamatan serta

melaksanakan pembinaan pada masyarakat.
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4.1.2. Visi dan Misi Kantor Camat Wanggarasi
Adapun visi dan misi kecamatan wanggarasi kabupaten pohuwato adalah
sebagai berikut :
1. Visi Kecamatan Wanggarasi Adalah "Mewujudkan Wanggarasi Yang Hijau, Aman dan
Tentram dan Sejahtera Yang Dilandasi Oleh Iman dan Taqwa (IMTAQ)".
HIJAU . adalah suatu cita — cita dalam rangka mewujudkan kawasan
yang Asri dan nyaman serta berwawasan lingkungan.
AMAN . adalah suatu cita-cita mewujudkan Lingkungan yang tertib
dan nyaman.
TENTRAM : adalah suatu cita — cita memelihara Persatuan, Kesatuan dan

Persaudaraan di Lingkungan masyarakat.

SEJAHTERA : adalah suatu cita — cita meningkatkan Pendapatan Masyarakat
melalui Program Ekonomi Kerakyataan dan menekan angka
Kemiskinan.

2. Misi Kecamatan Wanggarasi adalah :

e Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

e Mewujudkan Wilayah Yang Hijau Dan Nyaman

e Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dan Menekan Angka Kemiskinan

e Mewujudkan Wilayah Yang Baik, Masyarakat Sejahtera, Tentram Dan

Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Religius.

4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Wanggarasi
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Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari telah dibentuk struktur organisasi
pada Kantor Camat Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, dapat digambarkan sebagai

berikut :

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi

4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Wanggarasi
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Dari Struktur Organisasi Kantor Camat Wanggarasi diatas, maka
berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 14 Tahun 2010 tentang Tugas dan
Fungsi Kecamatan adalah panduan bagi setiap satuan kerja Pemerintah Daerah
yang diuraikan sebagai berikut :

A. Tugas Pokok dan Fungsi Camat Wanggarasi

Kantor Camat mempunyai tugas melaksanakan penyelangaraan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban
umum yang dilimpahkan Bupati berdasarkan peraturan perundangan-undangan
untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

+ Merencanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum secara berkesinambungan
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

+ Merumuskan kebijakan teknis penyelengaraan pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum sesuai kebutuhan sebagai
dasar pelaksanaan tugas.

+ Mengorganisir ~ penyelenggaraan  tugas  pemerintah,  pembangunan,
kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum melalui
mekanisme/prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

+ Mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban umum sesuai bidangnya untuk

efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
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+ Membina penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan,
ketentraman dan ketertiban umum secara berkala untuk peningkatan kinerja
aparaturdi wilayah Kantor Camat.

+ Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan, ketentraman dan Kketertiban umum secara Ekstern / intern
untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

+ Melakukan tindakan perventif terhadap permasalahan yang timbul di wilayah
Kantor Camat secara terpadu untuk tercapainya stabilitas keamanan
masyarakat.

+ Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk kelancaran
pelaksanaan tugas unit.

+ Mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan/.tertulis untuk
memperoleh petunjuk lebih lanjut.

+ Mengkeordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit melalui rapat keordinasi
untuk penyatuan pendapat.

+ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas unit secara berkala sebagai bahan
evaluasi.

+ Melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran
tugas kedinasan.

B. Tugas dan Fungsi Sekretaris Kantor Camat

Mempunyai tugas penyelenggaraan administrasi pemerintah Kantor Camat

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pemerintahan di

Kantor Camat.
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Dalam melaksanakan tugas, sekretaris Kantor Camat mempunyai fungsi :
Menghimpun kebijakan tekinis penyelenggaraan administrasi pemerintah
Kantor Camat sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaa tugas.
Mengumpulkan data kepegawaian dan umum sesuai kebutuhan untuk
tertibnya penataan administrasi.

Menyususn program unit berdasarkan pedoman sebagai acuan pelaksanaan
tugas.

Melaksanakan tugas di bidang kepegawaian berdasarkan juklak/juknis untuk
tertibnya manajamen kepegawaian.

Melaksanakan tugas di bidang perlengkapan dan umum sesuai kebutuhan
untuk kelancaran kegiatan unit.

Melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan
RASK/DASK untuk tertibnya administrasi keuangan.

Mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk
beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas.

Mengkoordinasi  pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.

Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran
tugas kedinasan.

Tugas Dan Fungsi Bagian Perencanaan Kepegawaian Dan Umum

+ Tugas

1. Membuat rencana penyusunan anggaran
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2. Membuar rencana pembangunan Kantor Camat

3. Membuat rencana per triwula, semester dan tahunan

4. Rencana kerja tahunan (RKT)

5. Rencana kerja kegiatan (RKK)

6. Pengukuran pencapaian sasaran (PPS)

7. Membuat lakip

8. Menyelenggarakan administrasi pegawai

Fungsi

1. Mengelola system administrasi kepegawaian yang satuan administrasi
pengkatnya ada di Kantor Camat

2. Melaksanakan fungsi sebagai perencana dan pengelola program dan
kegiatan di Kantor Camat

3. Melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai kewenangan kedinasan

Tugas Dan Fungsi Bagian Keuangan

+ Tugas

1. Menyiapkan dokumen anggaran satuan kerja Kantor Camat

2. Melaksanakan penatausahaan keuangan terhadap seluruh penerimaan
dan penyetoran ke kas daerah

3. Melaporkan surat pertanggung jawaban dokumen satuan anggaran

4. Mengendalikan pelaksanaan anggaran dan kegiatan

5. Membuat rencana anggaran kas

6. Melaksanakan verifikasi dan analisis kebutuhan atas laporan

pertanggung jawaban bendahara

+ Fungsi
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Melaksanakan fungsi sebagai pengelola system keuangan Kantor
Camat, melakukan verifikasi atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan
dengan keuangan Kantor Camat dan melaksanakan fungsi-fungsi lainnya

sesuai dengan tugas dan kewenangan Kantor Camat.

E. Seksi Pemerintahan
Mempunyai tugas di bidang administrasi pemerintahan umum di tingkat

kecmatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tertibnya

penyelenggaraan pemerintahan.

+ Menghimpun kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan Kantor
Camat sesuai kebutuhan sebagai peoman pelaksanaan tugas.

+ Mengumpulkan data di bidang pemerintahan secara terpadu untuk mengetahui
gambaran/keadaan pontensi wilayah Kantor Camat.

+ Mengelola data ptensi wilayahKantor Camat sesuai jenisnya unuk mengetahui
perkembangannya.

+ Menyusun rencana kegiatan pemerintahan Kantor Camat berdasrkan
kebutuhan untuk menjadi program unit.

+ Melakukan penataan administrasi pemerintahan sesuai jenisnya untuk
peningkatan pelayana kepada mesyarakat.

+ Mengelolah perijinan sesuai jenis peruntukannya untuk beroleh kepastian
hukum.

+ Melakukan bimbingan teknis pengelolaan administrasi pemerintahan di
tingkat kelurahan secara langsung/tidak lansung untuk mengetahui

perkembangannya.
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Mengkonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk
beroleh petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas.

Mengkeordinasikan pelaksanaan tugas dengan wunit terkait melalui
rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat.

Menyususn laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran
tugas kedinasan.

Tugas Dan Fungsi Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa

Melakukan pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan taraf hidup baik lahiriyah maupun batiniah

Meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan serta
aparatnya untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan
masyarakat.

Mendata penduduk/KK miskin sekali

Mendata penerima mahayani

Mendata monografi, demografi, profil Kantor Camat, desa dan kelurahan

Mendata pengusaha, badan usaha, pengrajin, pedagang asongan, took, kios dan
kube

Mendata proyek yang sudah dilaksanakan

Mendata harga bahan pokok dari hasil panen/bahan lain

Mendata profil desa/Kantor Camat

Membuat laporan rencana dan program pencapaian pembangunan

Melakukan musrenbang desa dan Kantor Camat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
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Mempunyai tugas di bidang ketentraman dan Kketertiban umum
berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tertibnya keamanan wilayah.
Dalam melaksanakan tugas, seksi ketentraman dan ketertiban umum

menyelenggarakan fungsi :

4+ Menghimpun kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ktertiban umum sesuai
kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

+ Mengumpulkan data rawan konflik secara langsung/tidak langsung untuk beroleh
gambaran/keadaan wilayah Kantor Camat.

4+ Megelola data rawan konflik sesuai jenisnya untuk mengetahui perkembangannya.

4+ Menyusun rencana kagiatan ketentraman dan ketertiban umum sesuai kebutuhan
untuk menjadi program unit.

#+ Melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan skala
prioritas untuk terciptanya keamanan wilayah.

4+ Melakukan penegakan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan
peraturan perundang-undangan di wilayah Kantor Camat sesuai jenisnya untuk
supremasi.

4+ Memproses masalah pertahanan sesuai jenis untuk perlindungan hukum.

4+ Mengkeordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui rapat/pertemuan
untuk kesatuan pendapat.

4+ Menyususn laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.

4+ Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas
kedinasan.

H. Tugas dan Fungsi Kesejahteraan Rakyat
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Mempunyai tugas di bidang sosil kesejahteraan rakyat berdasarkan
peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas, seksi sosial dan kesejahteraan  rakyat
menyelenggarakan fungsi :

+ Menghimpun kebijakan teknis di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat sesuai
kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

+ Mengumpulkan data sosial dan kesejahteraan rakyat melalui format untuk
memperoleh gambaran keadaan masyarakat.

+ Megelola data sosial dan kesejahteraan rakyat sesuai jenisnya untuk
mengetahui perkembangannya.

+ Menyusun rencana kagiatan sosial dan kesejahteraan rakyat berdasarkan
kebutuhan untuk menjadi program unit.

+ Menyelenggarakan kegiatan sosial dan kesejahteraan rakyat sesuai kebutuhan
untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

+ Melakukan pembinaan di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat secara
terpadu untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

4.1.5. Deskripsi Responden

Kuisioner yang disebarkan dalam penelitian ini berjumlah 76 kuisioner
dengan penelitian yaitu Seluruh Aparatur Desa . Kuisioner yang kembali juga
berjumlah 76 kuisioner Jadi responserate dalam penelitian ini ialah 100 % artinya
semua jawaban lengkap dan layak digunakan untuk analisa. Berikut akan

dipaparkan karakteristik responden.
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Adapun karakteristik responden Secara umum berdasarkan jenis kelamin,
pendidikan terakhir, dan lama kerja sebagai Aparatur Desa di Wilayah Kecamatan
Wanggarasi kabupaten pohuwato dapat diuraikan berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 3 : Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase%
1 Pria 36 47.4
2 Wanita 40 52.6
Total 76 100

Sumber Data :Olah Data Kuesioner (2019)

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari 76 yang
menjadi responden pada penelitian ini, 40 orang berjenis kelamin pria dengan
persentase 52.6%. Sedangkan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 40 dengan
persentase 47.4%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa jumlah responden berjenis
kelamin pria lebih banyak dari jumlah responden berjenis kelamin wanita.

Tabel 4 : Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No Pendidikan Terakhir Frekuensi Prosentase%
1 SLTP - -
2 SMA/Sederajat 42 55.3
3 Diploma 8 10.5
4 Strata 1 (S1) 26 34.2
Total 76 100

Sumber Data :Olah Data Kuesioner (2019)

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa terdapat 42 orang yang
berpendidikan SMA/Sederajat dengan persentase 55.3%, kemudian terdapat 26
orang yang berpendidikan S1 atau Sarjana dengan persentase 34.2%, 8 orang
dengan persentase 10.5%. Sedangkan aparat desa yang berpendidikan SLTP sudah
tidak lagi. Hal ini menunjukan bahwa aparatur desa diwilayah kecamatan
wanggarasi paling banyak yang pendidikan SMA/Sederajat.

Tabel 5 : Lama Kerja
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No Pangkat Golongan Frekuensi Prosentase%
1 1-2 Tahun 24 31.6
2 2-4 Tahun 39 51.3
3 4-6 Tahun 10 13.2
4 Lebih dari tahun 3 3.9
Total 67 100

Sumber Data : Olah Data Kuesioner (2019)

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa terdapat 39 orang yang
memiliki masa kerja 2-4 tahun dengan persentase 51.3%, kemudian yang
memiliki masa kerja 1-2 tahun sebanyak 24 orang dengan persentase 31.6%,
sebanyak 10 orang dengan masa kerja 4-6 tahun, sedangkan yang memiliki masa
kerja lebih dari 6 tahun hanya sebanyak 3 orang dengan persentase 3.9. Hal ini
menunjukan bahwa aparatur desa yang memiliki masa kerja paling lama adalah 2-
4 tahun sudah menjadi aparatur desa.

4.2. Analisis Hasil Penelitian
4.2.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan
program komputer pada halaman lampiran menunjukkan bahwa keseluruhan item
dalam penelitian ini sudah valid dan reliabel.
4.2.1.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah Kkuesioner atau
pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mengukur variabel yang ingin diukur. Uji

ini dilakukan dengan mengukur Kkorelasi antara masing-masing item pertanyaan
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dengan total, semua item pertanyaan dikatakan valid jika t-hitung > t-tabel. Dalam
uji ini korelasi yang digunakan adalah korelasi Rank Spearman.

Uji validitas untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat
dalam tabel berikut:

Tabel 6 : Hasil Uji Validitas

Variabel Jumlah Item | T.Validitas Ket
Pengetahuan (X1) 4 Valid Lampiran
Keterampilan (X2) 5 Valid Lampiran

Etika (X3) 5 Valid Lampiran

Efektifitas () 18 Valid Lampiran

Sumber : Data olahan Kuesioner 2019

4.2.1.2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang
digunakan itu layak (dapat dipercaya), walaupun dilakukan terhadap pernyataan-
pernyataan yang sudah valid, untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran
tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama.
Uji Reliabilitas masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat
dalam tabel berikut :

Tabel 7 : Hasil Uji Reliabilitas

Variabel r r tabel Reliabilitas (jika ri > r tabel)
Pengetahuan (X1) 0.700 0.227 Reliabel
Keterampilan (X2) 0.543 0.227 Reliabel

Etika (X3) 0.627 0.227 Reliabel

Efektifitas () 0.603 0.227 Reliabel

Sumber : Data olahan Kuesioner 2019

Berdasarkan tabel 7 diatas, diperoleh angka reliabilitas (ri) untuk setiap
variabel lebih besar dari r tabel sebesar 0.227. Hal ini berarti setiap variabel dalam
penelitian tersebut sudah layak (reliabel).

4.2.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian
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Penelitian ini akan melihat seberapa besar Pengaruh Kapasitas Aparatur
Terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan
Wanggarasi Kabupaten Pohuwato. Masing-masing indikator dari setiap variabel
akan dilakukan pendeskripsian. Langkah awal untuk mendeskripsikan setiap
indikator adalah membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk masing-
masing item pertanyaan. Perhitungan mengenai skala penilaian ini searah dengan
pendapat yang dikemukakan Riduwan (2003:15) bahwa perhitungan skor tiap
komponen yang diteliti adalah dengan mengalikan seluruh frekuensi data dengan
nilai bobotnya. Selanjutnya dapat dibuatkan skala penilaian untuk masing-masing
item pertanyaan dengan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun

hasil perhitungannya, yaitu :

Bobot terendah x item x jumlah responden 1x1x76 =76

Bobot tertinggi x item x jumlah responden 5x 1 x 76 = 380

380 - 76
Rentang skala : = 60.8 (61)

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut, maka dapat
dibuatkan skala penilaian seperti pada tabel 8 berikut ini :

Tabel-8 : Skala Penilaian Jawaban Responden

Range Kategori
319 - 380 Sangat tinggi
257 - 318 Tinggi
195 - 256 Sedang
133 - 194 Rendah

71 - 132 Sangat Rendah

Sumber : Data Olahan 2019
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Adapun deskripsi jawaban responden terhadap masing-masing pertanyaan
pada masing-masing indikator adalah :
4.2.2.1. Analisis Deskriftif Variabel Pengetahuan (X1)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator
dari variabel Pengetahuan (X1) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 9
dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 9 : Nilai (Skor) Pengetahuan (X1)

Item 1 Item 2 Item 3 ltem 4
Bobot | ¢ | qior | o | f |Skor| % | f |Skor| % | f | Skor | %
Tangg. Resp

5 15 75 | 197 11| 55 |[145|17| 85 |224 |20 | 100 | 26.3
4 61| 244 | 80.3 |55 | 220 (724 |51 | 204 | 67.1 |56 | 224 | 73.7

3 0 0 O (10| 30 |13.1 | 8 24 105 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 76| 319 | 100 |76 | 305 | 100 | 76 | 313 | 100 | 76 | 324 | 100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2019

Iltem 1 dari tanggapan responden mengenai Saya Mampu Mengingat
Semua Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Pekerjaan. Tanggapan responden
mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 15 orang dengan skor 75
memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 61 orang dengan skor 244
menjawab Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi
mampu mengingat semua tugas pokok dan fungsi masing-masing pekerjaan,
dengan skor total adalah 319 termasuk kategori Sangat Tinggi.

Item 2 dari tanggapan responden mengenai Dengan Pengetahuan yang
Saya Miliki, Saya Mampu Melaksanakan Pekerjaan dengan Baik. Tanggapan
responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 11 orang dengan skor

55 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 55 orang dengan skor 220
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memberikan jawaban setuju, dan sebanyak 10 orang dengan skor 30 menjawab
Kurang Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi
memiliki pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan, dengan skor total adalah
305 termasuk kategori Tinggi.

Item 3 dari tanggapan responden mengenai dengan pengetahuan yang saya
miliki, saya dapat menguasai bidang tugas departement lain. Tanggapan
responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 17 orang dengan skor
85 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 51 orang dengan skor 204
memberikan jawaban setuju, dan sebanyak 8 orang dengan skor 24 menjawab
Kurang Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi bukan
hanya menguasaian pada bidangnya tetapi juga menguasai bidang yang lain,
dengan skor total adalah 313 termasuk kategori Tinggi.

Item 4 dari tanggapan responden mengenai dengan pengetahuan yang saya
miliki, saya lebih menguasai bidang tugas yang saya kerjakan. Tanggapan
responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 20 orang dengan skor
100 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 56 orang dengan skor 224
memberikan jawaban setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan sangat
menguasai bidang tugas yang diberikan, dengan skor total adalah 324 termasuk
kategori Sangat Tinggi.
4.2.2.2. Analisis Deskriftif Variabel Keterampilan (X2)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator
dari variabel Keterampilan (X2) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 10

dapat dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 10 : Nilai (Skor) Keterampilan (X2)
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Bobot Item 1 Item 2 Item 3
Tangg.Resp | f | Skor| % | f | Skor| % | f | Skor | %
5 7 35 | 92 | 9| 45 |118| 5 | 25 6.6
4 39| 156 |51.3|38| 152 |[50.0 |48 | 192 | 63.2
3 21| 63 |276 25| 75 |329 |23 | 69 |30.3
2 9 18 | 118 | 4 8 53 | 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah |[76] 272 | 100 | 76 | 280 | 100 | 76 | 286 | 100
Bobot Item 4 Item 5
Tangg. Resp f Skor % f Skor %
5 22 110 28.9 18 90 23.7
4 54 216 71.1 41 164 53.9
3 0 0 0 17 51 22.4
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
Jumlah 76 326 100 76 305 100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2019

Item 1 dari tanggapan responden mengenai Saya Memiliki Keterampilan
dalam Menggunakan atau Mengoprasikan IT (Komputer/Laptop). Tanggapan
responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 7 orang dengan skor 35
memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 39 orang dengan skor 256
memberikan jawaban setuju, sebanyak 21 orang dengan skor 63 memberikan
jawaban kurang setuju, dan sebanyak 9 orang dengan skor 28 menjawab Tidak
Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi hanya sebagian
yang memiliki keterampilan dalam menggunakan Komputer/Laptop, sedangkan
yang lainnya tidak menguasai, dengan skor total adalah 272 termasuk kategori
Tinggi.

Item 2 dari tanggapan responden Dengan Keterampilan Saya dalam
Penggunaan Komputer, Dapat Memperlancar Pekerjaan. Tanggapan responden

mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 9 orang dengan skor 45
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memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 38 orang dengan skor 152
memberikan jawaban setuju, sebanyak 25 orang dengan skor 75 memberikan
jawaban kurang setuju, dan sebanyak 4 orang dengan skor 8 menjawab Tidak
Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi hanya sebagian
bisa menggunakan Komputer/Laptop yang dapat memperlancar pekerjaan,
sedangkan yang lainnya tidak menguasai, dengan skor total adalah 280 termasuk
kategori Tinggi.

Item 3 dari tanggapan responden saya handal dalam melaksanakan
prosedur kerja. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan
sebanyak 5 orang dengan skor 25 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak
48 orang dengan skor 192 memberikan jawaban setuju, dan sebanyak 23 orang
dengan skor 69 menjawab Kurang Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di
kecamatan wanggarasi hanya termasuk handal dalam melaksanakan prosedur
kerja di kantor desanya masing-masing, dengan skor total adalah 286 termasuk
kategori Tinggi.

Item 4 dari tanggapan responden Saya Senantiasa Berdiskusi dalam
Melakukan Pekerjaan. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan
sebanyak 22 orang dengan skor 110 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan
sebanyak 54 orang dengan skor 216 menjawab Setuju. Ini berarti bahwa aparatur
desa di kecamatan wanggarasi kabupaten pohuwato selalu berdiskusi dalam
melakukan pekerjaan, baik dengan kepala desa maupun dengan sesame aparatur,
untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan skor total

adalah 326 termasuk kategori Sangat Tinggi.
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Item 5 dari tanggapan responden keterampilan yang saya miliki sesuai
dengan pekerjaan yang saya kerjakan. Tanggapan responden mengenai indikator
ini menunjukkan sebanyak 18 orang dengan skor 90 memberikan jawaban Sangat
Setuju, sebanyak 41 orang dengan skor 164 memberikan jawaban setuju, dan
sebanyak 17 orang dengan skor 51 menjawab Kurang Setuju. Ini berarti bahwa
aparatur desa di kecamatan wanggarasi kabupaten pohuwato sebagian besar
memiliki keterampilan sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang diberikan, dengan
skor total adalah 305 termasuk kategori Tinggi.
4.2.2.3. Analisis Deskriftif Variabel Etika (X3)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator
dari variabel Etika (X3) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 11 dapat
dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 11 : Nilai (Skor) Etika (X3)

Bobot Item 1 Item 2 Item 3
Tangg.Resp | f | Skor| % | f | Skor| % | f | Skor | %
5 23| 115 | 303 | 25| 125 | 329 |19 | 95 |25.0
4 43| 172 | 56.6 | 42| 168 |55.3 |44 | 176 | 57.9
3 10| 30 [132| 9 | 27 |118 | 13| 39 |17.1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah |[76] 317 | 100 | 76 | 320 | 100 | 76 | 310 | 100
Bobot Item 4 Item 5
Tangg. Resp f Skor % f Skor %
5 10 50 13.2 6 30 7.9
4 32 128 42.1 26 104 34.2
3 25 75 32.9 25 75 32.9
2 9 18 11.8 19 38 25.0
1 0 0 0 0 0 0
Jumlah 76 271 100 76 247 100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2019
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Item 1 dari tanggapan responden mengenai tingkat pencapaian volum
kerja yang saya hasilkan telah sesuai dengan harapan yang telah ditentukan.
Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 23 orang
dengan skor 115 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 43 orang dengan
skor 172 memberikan jawaban setuju, dan sebanyak 10 orang dengan skor 30
menjawab Kurang Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan
wanggarasi sebagian besar menghasilkan volume kerja sesuai dengan harapan
yang telah ditentukan, dengan skor total adalah 317 termasuk kategori Tinggi.

Item 2 dari tanggapan responden Saya sanggup menerima konsekuensi
apapun dalam melaksanakan pekerjaan. Tanggapan responden mengenai indikator
ini menunjukkan sebanyak 25 orang dengan skor 125 memberikan jawaban
Sangat Setuju, sebanyak 42 orang dengan skor 168 memberikan jawaban setuju,
dan sebanyak 9 orang dengan skor 27 menjawab Kurang Setuju. Ini berarti bahwa
aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar sanggup menerima
konsekuensi apapun dalam melaksanakan pekerjaan, dengan skor total adalah 320
termasuk kategori Sangat Tinggi.

Item 3 dari tanggapan responden mengenai saya mendahulukan
pekerjaan-pekerjaan yang merupakan prioritas kerja. Tanggapan responden
mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 19 orang dengan skor 95
memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 44 orang dengan skor 176
memberikan jawaban setuju, dan sebanyak 13 orang dengan skor 39 menjawab

Kurang Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian



IXxxvi

besar mendahulukan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan prioritas kerja, dengan
skor total adalah 310 termasuk kategori Tinggi.

Item 4 dari tanggapan responden terdapat sanksi untuk aparatur yang
menyalahgunakan wewenang. Tanggapan responden mengenai indikator ini
menunjukkan sebanyak 10 orang dengan skor 50 memberikan jawaban Sangat
Setuju, sebanyak 32 orang dengan skor 128 memberikan jawaban setuju,
sebanyak 25 orang dengan skor 75 memberikan jawaban kurang setuju, dan
sebanyak 9 orang dengan skor 18 menjawab Tidak Setuju. Ini berarti bahwa
aparatur desa di kecamatan wanggarasi apabila menyalahgunakan wewenang
maka akan diberikan sanksi meskipun ada juga di desa lainnya tidak diberikan
sanksi, dengan skor total adalah 271 termasuk kategori Tinggi.

Item 5 dari tanggapan responden saya diberi kewenangan dan
keleluasaan didalam pengambilan keputusan. Tanggapan responden mengenai
indikator ini menunjukkan sebanyak 6 orang dengan skor 30 memberikan
jawaban Sangat Setuju, sebanyak 26 orang dengan skor 104 memberikan jawaban
setuju, sebanyak 25 orang dengan skor 75 memberikan jawaban kurang setuju,
dan sebanyak 19 orang dengan skor 38 menjawab Tidak Setuju. Ini berarti bahwa
aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar tidak diberi kewenangan
dan keleluasaan didalam pengambilan keputusan, dengan skor total adalah 247
termasuk kategori Sedang.
4.2.2.4. Analisis Deskriftif VVariabel Efektifitas (Y)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator

dari variabel Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan
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Wanggarasi Kabupaten Pohuwato (Y) menurut tinjauan responden berdasarkan

tabel 12 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 12 : Nilai (Skor) Efektiftas (Y)

ltem 1 Item 2 Item 3 Item 4
Bobot f | Skor | % f | Skor | % f | Skor | % f | Skor %
Tangg. Resp
5 25| 125 [ 329 | 15| 75 [19.7 22| 110 | 289 |25 | 125 | 329
4 51| 204 | 67.1|41| 164 (539 | 35| 140 |46.1 |51 | 204 | 67.1
3 0 0 0O |20 60 (263 |19| 57 |250] O 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 76| 329 | 100 |76 | 299 | 100 | 76 | 307 | 100 | 76 | 329 100
Item5 Item 6 Item 7 Item 8
Bobot | ¢ | skor | 9% | f | Skor | © 9 0
0 or| % | f | Skor | % f | Skor )
Tangg. Resp
5 4 20 53 | 7 35 92 | 13| 65 |171 | 6 30 7.9
4 44 | 176 | 579 | 45| 180 |59.2 |48 | 192 | 63.2 |38 | 152 | 50.0
3 28| 84 (368 |24 | 72 (316 |15 | 45 |19.7 |28 | 84 36.8
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5.3
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 76| 280 | 100 | 76 | 287 | 100 | 76 | 302 | 100 | 76 | 266 100
Item 9 Item 10 Item 11 Item 12
Bobot f |Skor| % | f |Skor| % | f | Skor | % f | Skor | %
Tangg. Resp
5 10| 50 |[13.2 (21| 105 | 274 | 9 45 1118 0 0 0
4 55| 220 | 724 | 55| 220 (724 | 45| 180 |59.2 | 37 | 148 | 48.7
3 11| 33 (145 0 0 0 22| 66 [289 33| 99 43.4
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 7.9
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 76 | 303 | 100 |76 | 325 | 100 |76 | 291 | 100 | 76 | 259 100
Bobot Item 13 Item 14 Item 15
Tangg. Resp | f | Skor | % | f [ Skor| % | f | Skor | %
5 11| 55 14519 | 9 |250(16| 80 |21.1
4 54| 216 | 71.1 |51 | 204 [67.1 |60 | 240 | 78.9
3 11| 33 |145| 6 18 | 7.9 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 76 | 304 | 100 | 76| 317 | 100 | 76 | 320 | 100
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Bobot Item 16 Item 17 Item 18

Tangg. Resp | f | Skor | % f | Skor | % | f | Skor | %
5 6 30 79 | 7 35 |92 |7 35 9.2
4 22| 88 | 289 |34 | 136 |44.7 |36 | 144 | 474
3 25| 75 [329|28| 84 (36.8 [31| 93 |40.8

2 23| 46 |303]| 7 14 |92 | 2 4 2.6

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah |[76| 239 | 100 | 76 | 269 | 100 | 76 | 276 | 100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2019

Item 1 dari tanggapan responden mengenai dengan adanya pedoman kerja,
saya dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tanggapan responden mengenai
indikator ini menunjukkan sebanyak 25 orang dengan skor 125 memberikan
jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 51 orang dengan skor 204 memberikan
jawaban setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi
sebagian besar dapat melaksanakan tugas dengan baik apabila ada pedoman kerja,
dengan skor total adalah 329 termasuk kategori Sangat Tinggi.

Item 2 dari tanggapan responden mengenai saya selalu datang ke kantor
dengan tepat waktu. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan
sebanyak 15 orang dengan skor 75 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak
41 orang dengan skor 164 memberikan jawaban setuju, dan sebanyak 20 orang
dengan skor 60 menjawab Kurang Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di
kecamatan wanggarasi sebagian besar selalu datang ke kantor dengan tepat waktu,
dengan skor total adalah 299 termasuk kategori Tinggi.

Item 3 dari tanggapan responden mengenai peraturan yang diberikan
membatasi saya dalam berperilaku. Tanggapan responden mengenai indikator ini
menunjukkan sebanyak 22 orang dengan skor 110 memberikan jawaban Sangat

Setuju, sebanyak 35 orang dengan skor 140 memberikan jawaban setuju, dan
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sebanyak 19 orang dengan skor 57 menjawab Kurang Setuju. Ini berarti bahwa
aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menganggap bahwa
peraturan yang diberikan membatasi aparat dalam berperilaku, dengan skor total
adalah 307 termasuk kategori Tinggi.

Iltem 4 dari tanggapan responden mengenai setiap kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa telah terorganisir sesuai tujuan yang telah
dibuat. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 25
orang dengan skor 125 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 51
orang dengan skor 204 memberikan jawaban setuju. Ini berarti bahwa aparatur
desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa telah terorganisir sesuai tujuan yang telah
dibuat, dengan skor total adalah 329 termasuk kategori Sangat Tinggi.

Item 5 dari tanggapan responden mengenai penyelenggaraan pemerintahan
desa didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia. Tanggapan responden
mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 4 orang dengan skor 20
memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 44 orang dengan skor 176
memberikan jawaban Setuju, dan sebanyak 28 orang dengan skor 84 memberikan
jawaban kurang setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi
sebagian besar menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa didukung
dengan ketersediaan sumber daya manusia, dengan skor total adalah 280 termasuk
kategori Tinggi.

Item 6 dari tanggapan responden mengenai potensi desa dimanfaatkan

dengan baik. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan
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sebanyak 7 orang dengan skor 35 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak
45 orang dengan skor 180 memberikan jawaban Setuju, dan sebanyak 24 orang
dengan skor 72 memberikan jawaban kurang setuju. Ini berarti bahwa aparatur
desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa potensi desa
dimanfaatkan dengan baik, dengan skor total adalah 287 termasuk kategori
Tinggi.

Item 7 dari tanggapan responden mengenai saya melayani masyarakat
sesuai prosedur yang ada. Tanggapan responden mengenai indikator ini
menunjukkan sebanyak 13 orang dengan skor 65 memberikan jawaban Sangat
Setuju, sebanyak 48 orang dengan skor 192 memberikan jawaban Setuju, dan
sebanyak 15 orang dengan skor 45 memberikan jawaban kurang setuju. Ini berarti
bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa
selalu melayani masyarakat sesuai prosedur yang ada, dengan skor total adalah
302 termasuk kategori Tinggi.

Item 8 dari tanggapan responden mengenai masyarakat mengeluh dengan
pelayanan yang diberikan. Tanggapan responden mengenai indikator ini
menunjukkan sebanyak 6 orang dengan skor 30 memberikan jawaban Sangat
Setuju, sebanyak 38 orang dengan skor 152 memberikan jawaban Setuju, dan
sebanyak 28 orang dengan skor 84 memberikan jawaban kurang setuju. Ini berarti
bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa
terkadang masyarakat mengeluh dengan pelayanan yang diberikan, dengan skor

total adalah 266 termasuk kategori Tinggi.
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Iltem 9 dari tanggapan responden mengenai saya dapat mengendalikan
kepentingan pribadi dengan tidak menunda pekerjaan. Tanggapan responden
mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 10 orang dengan skor 50
memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 55 orang dengan skor 220
memberikan jawaban Setuju, dan sebanyak 11 orang dengan skor 33 memberikan
jawaban kurang setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi
sebagian besar menyatakan bahwa mereka dapat mengendalikan kepentingan
pribadi dengan tidak menunda pekerjaan, dengan skor total adalah 303 termasuk
kategori Tinggi.

Item 10 dari tanggapan responden mengenai ketersediaan dana atau biaya
dapat memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanggapan
responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 21 orang dengan skor
105 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 55 orang dengan skor 220
memberikan jawaban Setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan
wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa ketersediaan dana atau biaya dapat
memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan skor total
adalah 325 termasuk kategori Sangat Tinggi.

Item 11 dari tanggapan responden mengenai Kelembagaan di Desa Dapat
Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tanggapan responden mengenai
indikator ini menunjukkan sebanyak 9 orang dengan skor 45 memberikan jawaban
Sangat Setuju, sebanyak 45 orang dengan skor 180 memberikan jawaban Setuju,
dan sebanyak 22 orang dengan skor 66 memberikan jawaban kurang setuju. Ini

berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan
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bahwa Kelembagaan di Desa Dapat Membantu Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, dengan skor total adalah 291 termasuk kategori Tinggi.

Item 12 dari tanggapan responden mengenai Fasilitas yang Tersedia
Memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tanggapan responden
mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 37 orang dengan skor 148
memberikan jawaban Setuju, sebanyak 33 orang dengan skor 99 memberikan
jawaban Kurang Setuju, dan sebanyak 6 orang dengan skor 12 memberikan
jawaban tidak setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi
sebagian besar menyatakan bahwa masih kurangnya fasilitas yang di miliki oleh
setiap desa menyebabkan kurang efektif Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
dengan skor total adalah 259 termasuk kategori Tinggi.

Item 13 dari tanggapan responden mengenai saya merasa nyaman dengan
pembagian kerja saat ini. Tanggapan responden mengenai indikator ini
menunjukkan sebanyak 11 orang dengan skor 55 memberikan jawaban Sangat
Setuju, sebanyak 54 orang dengan skor 216 memberikan jawaban Setuju, dan
sebanyak 11 orang dengan skor 33 memberikan jawaban kurang setuju. Ini berarti
bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa
merasa nyaman dengan pembagian kerja saat ini, dengan skor total adalah 304
termasuk kategori Tinggi.

Iltem 14 dari tanggapan responden mengenai pemberian masukan dapat
memberikan solusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanggapan
responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 19 orang dengan skor

95 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 51 orang dengan skor 204



Xciii

memberikan jawaban Setuju, dan sebanyak 6 orang dengan skor 18 memberikan
jawaban kurang setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi
sebagian besar menyatakan bahwa m pemberian masukan dapat memberikan
solusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan skor total adalah 317
termasuk kategori Tinggi.

Item 15 dari tanggapan responden mengenai saya dapat bekerja dengan
baik dalam team. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan
sebanyak 16 orang dengan skor 80 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan
sebanyak 60 orang dengan skor 240 memberikan jawaban Setuju. Ini berarti
bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa
mereka dapat bekerja dengan baik dalam team, dengan skor total adalah 320
termasuk kategori Sangat Tinggi.

Item 16 dari tanggapan responden mengenai adanya pengawasan oleh bpd
terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanggapan responden mengenai
indikator ini menunjukkan sebanyak 6 orang dengan skor 30 memberikan jawaban
Sangat Setuju, sebanyak 22 orang dengan skor 88 memberikan jawaban Setuju,
sebanyak 25 orang dengan skor 75 memberikan jawaban kurang setuju, dan
sebanyak 23 orang dengan skor 46 memberikan jawaban tidak setuju. Ini berarti
bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa
pengawasan oleh bpd terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum
efektif, dengan skor total adalah 239 termasuk kategori Sedang.

Item 17 dari tanggapan responden mengenai dengan mengikuti program

pelatihan, saya lebih mudah memahami tugas baru yang diberikan. Tanggapan
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responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 7 orang dengan skor 35
memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 34 orang dengan skor 136
memberikan jawaban Setuju, sebanyak 28 orang dengan skor 84 memberikan
jawaban kurang setuju, dan sebanyak 7 orang dengan skor 14 memberikan
jawaban tidak setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan wanggarasi
sebagian besar menyatakan bahwa dengan mengikuti program pelatihan, mereka
lebih mudah memahami tugas baru yang diberikan, walaupun masih ada beberapa
aparat desa yang belum pernah mengikuti pelatihan, dengan skor total adalah 269
termasuk kategori Tinggi.

Item 18 dari tanggapan responden mengenai saya hadir setiap kali bimtek
diadakan. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 7
orang dengan skor 35 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 36 orang
dengan skor 144 memberikan jawaban Setuju, sebanyak 31 orang dengan skor 93
memberikan jawaban kurang setuju, dan sebanyak 2 orang dengan skor 4
memberikan jawaban tidak setuju. Ini berarti bahwa aparatur desa di kecamatan
wanggarasi sebagian besar menyatakan bahwa selalu hadir dalam setiap kali
bimtek, dengan skor total adalah 276 termasuk kategori Tinggi.

4.2.3. Analisa Data Statistik dan Pengujian Hipotesis

Hasil dari olah data statistik dengan menggunakan analisis jalur (path
analysis) didasarkan pada koefisien korelasi modifikasi Harun Al Rasyid untuk
masing-masing variabel X dan Y dalam penelitian ini diperoleh sebagai berikut:

a. Membuat Hasil Persamaan Struktural Jalur

Y =0,306X: + 0,216 X2+ 0,212 X3 +0,272
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b. Hasil perhitungan untuk koefisien korelasi antara variabel Xi, Xz dan Xs

dengan variabel Y yang disusun dalam matriks korelasi secara rinci pada tabel

berikut:
Tabel-13 : Matriks Korelasi antara Variabel X dan'Y
X1 1,000 0,322 0,332 0,360
X2 0,322 1,000 0,368 0,351
X3 0,332 0,368 1,000 0,305
Y 0,360 0,351 0,305 1,000

Sumber : Lampiran Hasil olahan data SPSS

c. Hasil perhitungan untuk koefisien jalur PYXi, (i=1,2,3) secara rinci dapat

ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel-14 Koefisien Jalur PyX

Koefisien jalur X1 terhadap Y (Py.x1) 0,306
Koefisien jalur X2 terhadap Y (Py.x2) 0,216
Koefisien jalur X3 terhadap Y (Py.x3) 0,212
Koefisien Determinasi Multipel R2y,X1,X2, X3 0,728
Koefisien Determinasi Var. Luar Terhadap Y PY,€E 0,272

Sumber : Hasil Olahan data 2019

d. Berdasarkan pada hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka

koefisien jalur dari variabel X1, X2, X3 serta variabel luar terhadap vareiabel Y

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Py.x1 =0.306

rx1x2=0.322

rx1x3=0.332

rx2x3 = 0.368

Py.x2 = 0.216

Py.x3 = 0.212

Pye =0.272
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Dari gambar di atas menunjukkan bahwa hubungan korelasional antara
Pengetahuan (X1) dengan Keterampilan (X2) sebesar 0,322 hasil ini menunjukkan
bahwa terjadi korelasi positif dengan kategori rendah. Hubungan korelasional
antara Pengetahuan (X1) dengan Etika (X3) sebesar 0,332 hasil ini menunjukkan
bahwa terjadi korelasi positif dengan kategori rendah, Hubungan korelasional
antara Keterampilan (X2) dengan Etika (X3) sebesar 0,368 hasil ini menunjukkan
bahwa terjadi korelasi positif dengan kategori rendah.

Kemudian sub variabel Pengetahuan (Xi1) memiliki koefisien jalur
terhadap variabel Efektifitas (YY) sebesar 0,306; sub variabel Keterampilan (X2)
memiliki koefisien jalur terhadap variabel Efektifitas (YY) sebesar 0,216; sub
variabel Etika (X3) memiliki koefisien jalur terhadap variabel Efektifitas ()
sebesar 0,212; serta adanya variabel lain yang ikut mempengaruhi Kinerja
Organisasi (Y) yang dinyatakan dengan variabel epselon (¢) sebesar 0,272.

4.2.4. Pengujian Hipotesis

Dari hasil analisis statistik menggunakan alat bantu komputer dengan
program SPSS dan Microsoft Excel 2013, maka dapat diketahui besarnya
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji kemaknaan signifikan,

pada tabel berikut:

Tabel-15 : Dekomposisi Pengaruh Variabel X Terhadap Y

Keterangan Pengaruh Pengaruh Tidak Total (%)
Langsung Langsung
X1 Terhadap Y 0.306 - 30.6%
X2 Terhadap Y 0.216 - 21.6%
X3 Terhadap Y 0.212 21.2%
Pengaruh Variabel X1, X2, X3 Terhadap Y 72.8%
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Pengaruh Variabel Luar Terhadap Y 27.2%

TOTAL 100%

Sumber : Hasil Olahan data 2019

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa pengaruh Kapasitas Aparatur
Desa terhadap Efektifitas Penyelenggaraan pemerintah Desa secara simultan dapat
dijelaskan oleh model sumary atau R square yakni sebesar 72.8%, yang terdiri
dari sub variabel Pengetahuan (X1) sebesar 30.6%, sub variabel Keterampilan (X2)
sebesar 21.6%, sub variabel Etika (X3) sebesar 21.2%, serta terdapat variabel luar
atau model lain yang turut mempengaruhi tetapi tidak diteliti sebesar 27.2%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya koefisien
determinasi  (R?v.xixzxs) atau kereratan hubungan kausal variabel X terhadap Y
sebesar 72.8%; artinya Efektiftas Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara
simultan dapat dijelaskan oleh model, mengacu pada nilai koefisien determinasi
total (R?v.xixexs) atau keeratan hubungan sebesar 72.8%, maka dapat di
kategorikan bahwa variabel X mempunyai tingkat pengaruh »Tinggi” terhadap
variabel Y (berdasarkan tafsiran dari Guilford, 1956:145).

Sedangkan untuk menguji hipotesis yang diajukan sebagaimana yang
dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka dapat dilakukan uji kemaknaan
signfikansi. Dari hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel-16
Uji Kemaknaan Signifikan Variabel X Terhadap Y

Y& Xy, X2, X3 0,061 0,05 Signifikan
Y& Xt 0,047 0,05 Signifikan
Y& Xo 0,041 0,05 Signifikan
Y& X3 0,035 0,05 Signifikan
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Keterangan :Jika nilai Sig < nilai Alpha (o)), maka signifikan.
Sumber : Hasil olahan data 2019, dengan program SPSS

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Efektifitas
Penyelenggaraan Pemerintah Desa secara simultan dapat dijelaskan oleh model
yang terdiri dari Pengetahuan, Keterampilan, Etika, karena nilai sig
(Y€ X1 X2X2) < nilai alpha (a) (0,061 < 0,05). Sub variabel Pengetahuan (X1)
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel Efektifitas
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (YY), karena nilai sig (Y < X1) > nilai alpha (o)
(0,047 < 0,05). Sub variabel Keterampilan (X2) secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap variabel Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (),
karena nilai sig (Y < X2) < nilai alpha (a) (0,041 < 0,05). Sub variabel Etika (X3)
secara parsial berpengaruh  signifikan terhadap variabel Efektifitas
Penyelenggaraan Pemerintah Desa (YY), karena nilai sig (Y < X2) < nilai alpha (o)
(0,035 < 0,05).

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil analisis koefisien
jalur pada tabel 15 menunjukkan bahwa Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa
Terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Kecamatan
Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, berada pada kategori Tinggi menurut tafsiran
Guilford yaitu sebesar 72.8%, sehingga dapat dikatakan telah memberikan
pengaruh yang besar karena sisanya yaitu sebesar 27.2% masih dipengaruhi oleh
variable lain yang tidak diteliti. Hal tersebut dapat dilihat dari variabel Kapasitas
Aparatur Desa yang meliputi, Pengetahuan, Keterampilan dan Etika seperti

diuraikan berikut :
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Pertama dari sub variabel (X1) yakni Pengetahuan memberikan pengaruh
yang positif terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan
wanggarasi yakni sebesar 0.306 atau 30.6%, dan variabel pengetahuan (X1)
adalah merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap efektifitas
penyelenggaraan pemerintah desa di banding variabel keterampilan (X2) maupun
variabel etika (X3). Hal ini terbukti dari hasil penelitian didapatkan, dari beberapa
indikator pertanyaan seperti kemampuan aparatur desa dalam mengingat semua
tugas pokok dan fungsi masing-masing, dapat dikatakan sudah efektif, hal ini
disebabkan sebagian besar aparat desa di wilayah kecamatan wanggarasi rata-rata
adalah tamatan SLTA atau sederajat sehingga mereka memiliki kemampuan
dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing. begitupula berkaitan dengan
pernyataan mengenai dengan pengetahuan yang dimiliki aparatur dalam
melaksanakan pekerjaan dengan baik berdasarkan penelitian sebagian besar
aparatur desa memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam melaksanakan
pekerjaan dimana aparatur desa selalu dibekali dengan prosedur kerja sehingga
memudahkan mereka dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya pernyataan
mengenai Pengetahuan yang dimiliki aparat, dalam menguasai bidang tugas
departement lain atau bidang tugas seperti urusan lainnya yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemerintahan desa juga sudah efektif, karena hampir semua
aparat desa bisa bekerja dalam bidang apapun. Selanjutnya pernyataan mengenai
pengetahuan yang dimiliki aparat, dapat menguasai bidang tugas yang kerjakan

dalam penyelenggaraan pemerintah desa dapat dikatakan efektifi, hal ini terbukti



sebagian besar aparatur dapat menguasai semua bidang tugas yang telah
ditentukan didesa masing-masing.

Kedua dari sub variabel (X2) yakni Keterampilan memberikan pengaruh
yang positif terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan
wanggarasi yakni sebesar 0.216 atau 21.6%. Hal ini terbukti berdasarkan hasil
penelitian dari beberapa indikator pernyataan dalam variabel keterampilan seperti
memiliki  keterampilan dalam menggunakan atau mengoprasikan IT
(Komputer/Laptop), sebagaian besar Aparat Desa di wilayah kecamatan
wanggarasi sudah bisa mengoperasikan computer maupun laptop, meskipun
masih terdapat beberapa aparat yang tidak dapat mengoperasikan laptop
disebabkan bidang pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan IT.
Penguasaan IT dalam hal ini kemampuan menggunakan Laptop adalah sangat
penting mengingat di perkembangan teknologi dan informasi memaksa semua
aparat desa senantiasa bisa mengoperasionalkan computer atau laptop dalam
melaksanakan pekerjaan. Keterampilan seorang aparatur desa sangat dibutuhkan
karena dengan aparat desa selalu diperhadapkan dengan permasalahan pelayanan,
pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa sehingga dibutuhkan seorang
aparatur desa yang memiliki kemampuan dan skill dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Untuk dapat menghasilkan sebuah nilai tambah dari hasil yang
dikerjakan tersebut maka di butuhkan keterampilan, karena keterampilan adalah
suatu kemampuan dalam mempergunakan akal, ide, serta kreatifitas dalam
mengerjakan, membuat ataupun mengubah sesuatu menjadi yang lebih bermakna.

Dengan adanya keterampilan yang dimiliki oleh setiap aparatur desa dapat
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memudahkan penyelesaian pekerjaan terutama dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa.

Ketiga dari sub variabel (X3) yakni Etika memberikan pengaruh yang
positif terhadap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan
wanggarasi yakni sebesar 0.212 atau 21.2%. hal ini dibuktikan berdasarkan hasil
penelitian, dari kelima indikator pernyataan menunjukan bahwa sebagian besar
aparatur desa di wilayah kecamatan wanggarasi memiliki etika yang baik dan
dapat dikatakan efektif, hal ini disebabkan seperti dalam hal pencapaian volum
kerja yang dihasilkan oleh aparatu desa telah sesuai dengan harapan yang telah
ditentukan, dimana sebagian aparat desa dalam melaksanakan pekerjaan selalu
mendahulukan pekerjaan-pekerjaan yang prioritas. Selain itu aparat desa
diwilayah kecamatan wanggarasi sanggup dan mampu menerima konsekuensi
apapun dalam setiap pekerjaan karena sebagian besar aparat desa memiliki
tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi terutama dalam melakukan pelayanan
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan yang berkaitan dengan
sanksi yang diberikan oleh kepala desa apabila aparat desa yang
menyalahgunakan wewenang didapatkan bahwa ada beberapa desa telah
menerapkan sanksi kepada aparat desa yang menyalahgunakan wewenang berupa
sanksi teguran sampai dengan pemberhentian, tetapi sebagian lagi dari temuan
dilapangan biasanya hanya bersifat teguran yang dilakukan oleh kepala desa.
Selanjutnya dalam hal kewenangan dan Keleluasaan aparat desa didalam
Pengambilan Keputusan, sebagian besar menyatakan tidak memiliki kewenangan

dan keleluasaan dalam pengambilan keputusan disebabkan karena dalam
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pengambilan keputusan dihampir semua desa di wilayah kecamatan wanggarasi
pasti bermuara pada pimpinan dalam hal ini kepala desa sedangkan aparat desa itu
sendiri hanya sebatas menjalankan keputusan kecuali apabila diberikan

kesempatan dalam pengambilan keputusan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis serta pembahasan
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaruh Kapasitas Aparatur yang meliputi Pengetahuan (X1), Keterampilan
(X2) dan Etika (Xs) secara simultan terhadap Efektifitas Penyelenggaraan
Pemerintah Desa (Y) di Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato adalah
sebesar 0.728 (72.8%). sedangkan sebesar 0.272 (27.2%) ditentukan oleh
variabel lain yang tidak diteliti.

2. Pengaruh  Pengetahuan  (Xi1), secara parsial terhadap Efektifitas

Penyelenggaraan Pemerintah Desa (YY) sebesar 0.306 (30.6%). Berdasarkan
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hasil uji maka pengaruhnya signifikan. Pengaruh Keterampilan (X2) secara
parsial terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Y) sebesar
0.216 (21.6%). Berdasarkan hasil uji maka pengaruhnya signifikan. Pengaruh
Etika (X3) secara parsial terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah
Desa (Y) sebesar 0.212 (21.2%). Berdasarkan hasil uji maka pengaruhnya
signifikan.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kapasitas aparatur terhadap
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa (studi di wilayah Kecamatan

Wanggarasi Kabupaten Pohuwato), maka peneliti memberikan saran sebagai

berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa di wilayah kecamatan wanggarasi
senantiasa untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, baik dengan
diadakannya pelatihan dan pembinaan sesuai apa yang dibutuhkan oleh
aparatur desa.

2. Dibutuhkan peran Badan Permusyawaratan Desa di Wilayah Kecamatan
Wanggarasi agar dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari.

3. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desa,
salah satunya adalah kapasitas aparatur pada level individual seperti
pengetahuan, keterampilan, kompeteni dan etika. Faktor-faktor lain yang

mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
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A. IDENTITAS RESPONDEN :

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon Saudara
mengisi data berikut terlebih dahulu. (Jawaban yang saudara berikan akan
diperlakukan secara rahasia).

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda silang [X] pada kotak yang
disediakan.
1. Jenis kelamin Anda:
[1] Pria [2] Wanita
2. Berapakah usia Anda:
[1] 20-35 tahun
[2] 35-45 tahun
[3] >45 tahun
3. Tingkat pendidikan terakhir Anda:

[1] SLTA/ Sederajat [2] Diploma

[3] S1 [4] Lainnya:
4. Sudah berapa lama Anda bekerja:

[1] 1-2 tahun [2] 2-4 tahun

[3] 4-6 tahun [4] >6 tahun

5. Apakah unit/divisi kerja yang Anda tempati sekarang?

Untuk menjawab pertanyaan berikutnya, perhatikan keterangan berikut.
Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

STS  :Sangat Tidak Setuju



B. PERTANYAAN KAPASITAS APARATUR (X)
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NO

PERTANYAAN

JAWABAN

SS

KS

TS

STS

Indikator Pengetahuan

1 | Saya Mampu Mengingat Semua Tugas Pokok
dan Fungsi Masing-masing Pekerjaan

2 | Dengan Pengetahuan yang Saya Miliki, Saya
Mampu Melaksanakan Pekerjaan dengan Baik
Dengan Pengetahuan yang Saya Miliki, Saya

3 | Dapat Menguasai Bidang Tugas Departement
Lain

4 Dengan Pengetahuan yang Saya Miliki, Saya

Lebih Menguasai Bidang Tugas yang Saya
Kerjakan

Indikator Keterampilan

Saya Memiliki Keterampilan dalam

5 | Menggunakan atau Mengoprasikan IT
(Komputer/Laptop)

6 | Dengan Keterampilan Saya dalam Penggunaan
Komputer, Dapat Memperlancar Pekerjaan

7 | Saya Handal dalam Melaksanakan Prosedur
Kerja

g | Saya Senantiasa Bersiskusi dalam Melakukan
Pekerjaan

g | Keterampilan yang Saya Miliki Sesuai dengan

Pekerjaan yang Saya Kerjakan

Indikator Etika

Tingkat Pencapaian Volum Kerja yang Saya

10 | Hasilkan Telah Sesuai dengan Harapan yang
Telah Ditentukan

11 | Saya Sanggup Menerima Konsekuensi Apapun
dalam Melaksanakan Pekerjaan

12 | Saya Mendahulukan Pekerjaan-pekerjaan yang
Merupakan Prioritas Kerja

13 | Terdapat ~ Sanksi  untuk  Aparatur  yang

Menyalahgunakan Wewenang
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14

Saya diberi Kewenangan dan Keleluasaan
didalam Pengambilan Keputusan

B. EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (Y)

NO

PERTANYAAN

JAWABAN

SS

KS

TS

STS

Indikator Kepastian Hukum

Dengan Adanya Pedoman Kerja, Saya Dapat

: Melaksanakan Tugas dengan Baik

2 | Saya Selalu Datanng Ke Kantor dengan Tepat
Waktu

3 | Peraturan yang Diberikan Membatasi Saya dalam

Berperilaku

Indikator Kebijakan dan Praktik Manajemen

Setiap Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan

4 | Desa Telah Terorganisir Sesuai Tujuan yang
Telah Dibuat

5 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Didukung
dengan Ketersediaan Sumber Daya Manusia

6 | Potensi Desa Dimanfaatkan dengan Baik

Indikator Penyelenggraraan kepentingan umum

Saya Melayani Masyarakat Sesuai Prosedur yang

7
Ada
g | Masyarakat Mengeluh Dengan Pelayanan yang
Diberikan
9 | Saya Dapat Mengendalikan Kepentingan Pribadi
dengan Tidak Menunda Pekerjaan
Indikator Tersedianya sarana dan prasarana
10 | Ketersediaan  Dana  atau  Biaya  Dapat

Memperlancar  Pelaksanaan Penyelenggaraan




cxii

Pemerintahan Desa

11 | Kelembagaan di Desa Dapat Membantu
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

12 | Fasilitas  yang  Tersedia =~ Memperlancar
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator Koordinasi dan kesatuan arah

13 | Saya Merasa Nyaman dengan Pembagian Kerja
Saat Ini

14 | Pemberian Masukan Dapat Memberikan Solusi
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

15 | Saya Dapat Bekerja Dengan Baik Dalam Team

Indikator System pengawasan dan pengendalian

16 | Adanya Pengawasan Oleh BPD Terhadap
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dengan Mengikuti Program Pelatihan,
Saya Lebih Mudah Memahami Tugas Baru yang
Diberikan

17

18 | Saya Hadir Setiap Kali Bimtek Diadakan




REGRESSION

/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE

/CRITERIA=PIN(.05)

/NOORIGIN
/DEPENDENT Y

POUT (.10)

/METHOD=ENTER X1 X2 X3.

Descriptive Statistics

cxiii

Mean Std. Deviation N
Penyelenggaraan Pemerintah
Desa 70.11 3.139 76
Pengetahuan 16.59 1.122 76
Keterampilan 19.33 1.370 76
Etika 19.28 1.771 76
Correlations
Penyelenggaraan
Pemerintah Desa Pengetahuan | Keterampilan | Etika
Pearson Correlation Penyelenggaraan
Pemerintah Desa 1.000 .322 .332 .360
Pengetahuan .322 1.000 .368 351
Keterampilan .332 .368 1.000 .305
Etika .360 .351 .305 1.000
Sig. (1-tailed Penyelenggaraan
! ! Pemyerint:t?Desa 426 391 183
Pengetahuan 426 .281 .196
Keterampilan 391 .281 .184
Etika .083 .196 .184
N Penyelenggaraan
PemyerintziiJ Desa e 70 e e
Pengetahuan 76 76 76 76
Keterampilan 76 76 76 76
Etika 76 76 76 76




Variables Entered/Removed?

Variables Variables
Model Entered Removed Method
1 Etika,
Keterampilan, Enter

Pengetahuan®

a. Dependent Variable: Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. All requested variables entered.

Model Summary

cXiv

Change Statistics

Adjusted R | Std. Error of the | R Square F Sig. F

Model R R Square Square Estimate Change | Change dfl df2 Change

1 .6672 728 .213 3.159 .028 .690 3 72 .06

a. Predictors: (Constant), Etika, Keterampilan, Pengetahuan

ANOVA?

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 20.664 3 6.888 .690 .061°
Residual 718.494 72 9.979
Total 739.158 75

a. Dependent Variable: Penyelenggaraan Pemerintah Desa

b. Predictors: (Constant), Etika, Keterampilan, Pengetahuan

Coefficients?
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 66.060 8.144 8.111 .000
Pengetahuan 319 .130 .306 391 .047
Keterampilan 217 .169 .216 .099 .041
Etika 224 .110 212 1.402 .035

a. Dependent Variable: Penyelenggaraan Pemerintah Desa



CORRELATIONS

/VARIABLES=P1 P2 P3 P4
/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

Total

Correlations

CXV

P1 P2 P3 P4 Total
P1 Pearson Correlation 1 113 .013 .079 449"
Sig. (2-tailed) 329 910 497 .000
N 76 76 76 76 76
P2 Pearson Correlation 113 1 -.005 .269" .616™
Sig. (2-tailed) 329 964 .019 .000
N 76 76 76 76 76
P3 Pearson Correlation .013 -.005 1 .193 582"
Sig. (2-tailed) 910 964 .094 .000
N 76 76 76 76 76
P4 Pearson Correlation .079 .269" 193 1 .648"
Sig. (2-tailed) 497 019 .094 .000
N 76 76 76 76 76
Total Pearson Correlation 449" .616" .582™ .648™ 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 76 76 76 76 76

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).




RELIABILITY
/VARIABLES=P1 P2 P3 P4 Total

/SCALE ('ALL VARIABLES')

/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.

ALL

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 76 100.0
Excluded? 0 .0
Total 76 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.700

5

Iltem-Total Statistics

Cronbach's
Scale Mean if | Scale Variance if | Corrected Item- Alpha if Item
Item Deleted Item Deleted Total Correlation Deleted
P1 28.99 4.386 .289 .709
P2 29.17 3.850 435 .664
P3 29.07 3.876 377 .681
P4 28.92 3.940 .509 .651
Total 16.59 1.258 1.000 .320

cxvi



FREQUENCIES VARIABLES=P1

/STATISTICS=MEAN
/PIECHART FREQ
/ORDER=ANALYSIS.

P2 P3 P4 Total

cxvil

Statistics
P1 P2 P3 P4 Total
N Valid 76 76 76 76 76
Missing 0 0 0 0 0
Mean 4.20 4.01 4.12 4.26 16.59
Frequency Table
P1
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Setuju 61 80.3 80.3 80.3
Sangat Setuju 15 19.7 19.7 100.0
Total 76 100.0 100.0
P2
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Kurang Setuju 10 13.2 13.2 13.2
Setuju 55 72.4 72.4 85.5
Sangat Setuju 11 14.5 14.5 100.0
Total 76 100.0 100.0




cxviii

P3
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Kurang Setuju 8 105 105 105

Setuju 51 67.1 67.1 77.6

Sangat Setuju 17 22.4 22.4 100.0

Total 76 100.0 100.0

P4
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Setuju 56 73.7 73.7 73.7

Sangat Setuju 20 26.3 26.3 100.0

Total 76 100.0 100.0

Total
Cumulative
Freqguency Percent Valid Percent Percent

Valid 14 2 2.6 2.6 2.6

15 8 10.5 10.5 13.2

16 28 36.8 36.8 50.0

17 24 31.6 31.6 81.6

18 9 11.8 11.8 93.4

19 5 6.6 6.6 100.0

Total 76 100.0 100.0

Pie Chart
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CXXIiV

CORRELATIONS
/VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 Total
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Correlations
Pl P2 P3 P4 P5 Total
P1 Pearson Correlation 1 -.175 .185 -.133 -.156 457"
Sig. (2-tailed) .130 .109 .252 77 .000
N 76 76 76 76 76 76
P2 Pearson Correlation -175 1 -.053 .309” -.148 452"
Sig. (2-tailed) 130 .649 .007 .203 .000
N 76 76 76 76 76 76
P3 Pearson Correlation .185 -.053 1 -.093 -131 .397"
Sig. (2-tailed) .109 .649 425 261 .000
N 76 76 76 76 76 76
P4 Pearson Correlation -.133 .309" -.093 1 159 464"
Sig. (2-tailed) 252 .007 425 171 .000
N 76 76 76 76 76 76
P5 Pearson Correlation -.156 -.148 -.131 .159 1 .323"
Sig. (2-tailed) 177 .203 261 171 .004
N 76 76 76 76 76 76
Total Pearson Correlation 457" 452" .397" 464" .323" 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .004
N 76 76 76 76 76 76

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).




RELIABILITY
/VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 Total

/SCALE ('ALL VARIABLES')

/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.

ALL

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 76 100.0
Excluded? 0 .0
Total 76 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.543

6

ltem-Total Statistics

Cronbach's
Scale Mean if | Scale Variance if | Corrected Item- Alpha if Item
Item Deleted Item Deleted Total Correlation Deleted
P1 35.08 6.127 174 .549
P2 34.97 6.213 195 537
P3 34.89 6.602 .204 .532
P4 34.37 6.556 .318 .507
P5 34.64 6.765 .078 577
Total 19.33 1.877 1.000 -.2362

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This

violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

CXXV



FREQUENCIES VARIABLES=P1
/STATISTICS=MEAN
/PIECHART FREQ
/ORDER=ANALYSIS.

P2 P3 P4 P5 Total

CXXVI

Statistics
Pl P2 P3 P4 P5 Total
N Valid 76 76 76 76 76
Missing 0 0 0 0 0
Mean 3.58 3.68 3.76 4.29 4.01
Frequency Table
P1
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Tidak Setuju 9 11.8 11.8 11.8
Kurang Setuju 21 27.6 27.6 39.5
Setuju 39 51.3 51.3 90.8
Sangat Setuju 7 9.2 9.2 100.0
Total 76 100.0 100.0
P2
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Tidak Setuju 4 5.3 5.3 5.3
Kurang Setuju 25 32.9 32.9 38.2
Setuju 38 50.0 50.0 88.2
Sangat Setuju 9 11.8 11.8 100.0
Total 76 100.0 100.0




CXXVil

P3
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Kurang Setuju 23 30.3 30.3 30.3
Setuju 48 63.2 63.2 93.4
Sangat Setuju 5 6.6 6.6 100.0
Total 76 100.0 100.0
P4
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Setuju 54 71.1 71.1 71.1
Sangat Setuju 22 28.9 28.9 100.0
Total 76 100.0 100.0
P5
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Kurang Setuju 17 22.4 22.4 22.4
Setuju 41 53.9 53.9 76.3
Sangat Setuju 18 23.7 23.7 100.0
Total 76 100.0 100.0
Total
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 16 1 1.3 1.3 1.3
17 7 9.2 9.2 10.5
18 13 17.1 17.1 27.6
19 18 23.7 23.7 51.3




20 23 30.3 30.3 81.6
21 10 13.2 13.2 94.7
22 4 53 53 100.0
Total 76 100.0 100.0

Pie Chart

CxXxviii
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CXXXIV

CORRELATIONS
/VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 Total
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.
Correlations
P1 P2 P3 P4 P5 Total
P1 Pearson Correlation 1 .139 -.386™ -.009 197 .369™
Sig. (2-tailed) .232 .001 .942 .088 .001
N 76 76 76 76 76 76
P2 Pearson Correlation 139 1 -.041 -.025 270" 525"
Sig. (2-tailed) 232 727 828 018 .000
N 76 76 76 76 76 76
P3 Pearson Correlation -.386" -.041 1 .204 -.011 .306™
Sig. (2-tailed) .001 727 .078 924 .007
N 76 76 76 76 76 76
P4 Pearson Correlation -.009 -.025 .204 1 -.128 486"
Sig. (2-tailed) 942 .828 .078 269 .000
N 76 76 76 76 76 76
P5 Pearson Correlation 197 270" -.011 -.128 1 .624™
Sig. (2-tailed) .088 .018 924 269 .000
N 76 76 76 76 76 76
Total Pearson Correlation .369" 525" .306™ .486™ .624™ 1
Sig. (2-tailed) .001 .000 .007 .000 .000
N 76 76 76 76 76 76

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).




RELIABILITY

/VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 Total
/SCALE ('ALL VARIABLES')

/MODEL=ALPHA

/SUMMARY=TOTAL.

ALL

Case Processing Summary

N

%

Cases

Valid

Excluded?

Total

76
0
76

100.0
.0

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.627

6

Iltem-Total Statistics

Cronbach's
Scale Mean if | Scale Variance if | Corrected Item- Alpha if Item
Item Deleted Item Deleted Total Correlation Deleted
P1 34.38 11.279 199 .632
P2 34.34 10.575 375 591
P3 34.47 11.559 .128 .648
P4 34.99 10.306 .265 .615
P5 35.30 9.307 421 .561
Total 19.28 3.136 1.000 113

CXXXV



FREQUENCIES VARIABLES=P1
/STATISTICS=MEAN
/PIECHART FREQ
/ORDER=ANALYSIS.

P2 P3 P4 P5 Total

CXXXVI

Statistics
Pl P2 P3 P4 P5 Total
N Valid 76 76 76 76 76 76
Missing 0 0 0 0 0 0
Mean 4.17 4.21 4.08 3.57 3.25 19.28
Frequency Table
P1
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Kurang Setuju 10 13.2 13.2 13.2
Setuju 43 56.6 56.6 69.7
Sangat Setuju 23 30.3 30.3 100.0
Total 76 100.0 100.0
P2
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Kurang Setuju 9 11.8 11.8 11.8
Setuju 42 55.3 55.3 67.1
Sangat Setuju 25 32.9 32.9 100.0
Total 76 100.0 100.0
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P3
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Kurang Setuju 13 17.1 17.1 17.1
Setuju 44 57.9 57.9 75.0
Sangat Setuju 19 25.0 25.0 100.0
Total 76 100.0 100.0
P4
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Tidak Setuju 9 11.8 11.8 11.8
Kurang Setuju 25 32.9 32.9 44.7
Setuju 32 42.1 42.1 86.8
Sangat Setuju 10 13.2 13.2 100.0
Total 76 100.0 100.0
P5
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Tidak Setuju 19 25.0 25.0 25.0
Kurang Setuju 25 32.9 32.9 57.9
Setuju 26 34.2 34.2 92.1
Sangat Setuju 6 7.9 7.9 100.0
Total 76 100.0 100.0
Total
Cumulative
Freqguency Percent Valid Percent Percent
Valid 16 3 3.9 3.9 3.9
17 10 13.2 13.2 17.1
18 13 17.1 17.1 34.2




19 18 23.7 23.7 57.9
20 13 17.1 17.1 75.0
21 11 14.5 14.5 89.5
22 6 7.9 7.9 97.4
24 2 2.6 2.6 100.0
Total 76 100.0 100.0

Pie Chart
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